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KATA PENGANTAR 
 

 Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih 

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih 

memantapkan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai 

wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian Visi dan Misi dan tujuan Instansi 

Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan Good Govermance telah 

dikembangkan media pertanggung jawaban Laporan Kinerja Perangkat Daerah  

(LKj). Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut di atas, Dinas Sosial 

Kabupaten Tanggamus pada Tahun Anggaran 2025 telah menyusun Laporan 

Kinerja Perangkat Daerah (LKj), dengan mengacu pada Intruksi Presiden 

Republik Indonesi Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 

Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 

239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

 
Kiranya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Dinas Sosial Kabupaten 

Tanggamus ini dapat menjadi salah satu masukan bagi penyusunan Laporan 

Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Kabupaten Tanggamus TA 2025 dan kami sangat 

menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat 

kekurangan, untuk itu demi kesempurnaannya dalam rangka  Peningkatan 

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus maka segala kritik dan saran sangat 

kami harapkan. 

     KEPALA DINAS SOSIAL 
KABUPATEN TANGGAMUS, 

 
 
 
 

 
Drs. HARDASYAH, M.M 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19671105 199312 1 001 
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BAB

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
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Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil

guna,  bersih  dan  bertanggung  jawab,  telah  diterbitkan  Peraturan  Presiden  No.  29

Tahun  2014  tentang  Sistem  Akunt  abilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP).

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk  Teknis  Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  dan  Tata  Cara  Reviu  Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  adalah  perwujudan  kewajiban  suatu

instansi  pemerintah  untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk  mencapai  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah  yang  baik,  Dinas  Sosial

Kabupaten Tanggamus selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan

pembenahan  kinerja.  Pembenahan  kinerja  diharapkan  mampu  meningkatkan  peran

serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya

memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam  perencanaan  pembangunan  daerah,  capaian  tujuan  dan  sasaran

pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah,

melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai  pada lingkup

Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.
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Terwujudnya  suatu  tata  pemerintahan  yang  baik  dan  akuntabel  merupakan

harapan  semua  pihak.  Berkenan  harapan  tersebut  diperlukan  pengembangan  dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintah  dan pembangunan dapat  berlangsung secara  berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang  Penyelenggaran  negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut

Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanggamus  diwajibkan  untuk  menyusun  Laporan  Kinerja

Perangat  Daerah (LKj).  Penyusunan LKj  Dinas Sosial  Kabupaten Tanggamus Tahun

2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan

yang  dicerminkan  dari  pencapaian  kinerja,  visi,  misi,  realisasi  pencapaian  indikator

kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  NegaraYang

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi

Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Perjanjian

Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  dan  Tata  Cara  Reviu  Atas  Laporan  Kinerja  Instansi

Pemerintah;
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Dasar Hukum Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

Tabel 1.1

Dasar Hukum Pembentukan OPD

NO Bentuk Kebijakan Tahun Dilaksanakan
1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997

Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat

II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat

II Tanggamus.

2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Tanggamus.

3 Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanggamus

Nomor 08 Tahun 2016

Tentang  Pembentukan  dan  susunan  Perangkat

Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142,

tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten

Tanggamus Nomor 47).

4 Peraturan Bupati 

Tanggamus

Nomor 68 Tahun 2016

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial

Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten

Tanggamus Tahun 2016 Nomor 382)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun
2025

4



1.3 GAMBARAN UMUM

1.3.1. KONDISI PEMERINTAHAN

Dinas  Sosial Kabupaten Tanggamus terbentuk  berdasarkan  Peraturan Bupati

Tanggamus Nomor 68 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Tugas,

Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanggamus  (Berita  Daerah

Kabupaten  Tanggamus  Tahun  2016  Nomor  382),  Dinas  Sosial Kabupaten

Tanggamus  beralamat  di  Jalan  Gatot  Subroto  Komplek  Perkantoran  Pemda

Kabupaten Tanggamus yang terdiri dari 2 G lantai dengan dengan 10 ruangan

kerja  dan 2 gudang.

STRUKTUR ORGANISASI

Adapun susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus terdiri dari :

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris,  membawahi  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,  Sub Bagian

Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Keuangan

3. Bidang  Pemberdayaan Sosial,  membawahi : Seksi  Pemberdayaan Keluarga

dan  Fakir  Miskin,  Seksi  Kepahlawanan,  Keperintisan  dan  Kesetiakawanan

Sosial. 

4. Bidang  Rehabilitasi  Sosial,  membawahi  :  Seksi  Rehabilitasi  Sosial,  Seksi

Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lansia.

5. Bidang  Bantuan  dan  Jaminan  Sosial,  membawahi  :  Seksi  Bantuan  Sosial

Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Tindak Kekerasan, Seksi Bantuan

Fakir Miskin dan Jaminan Sosial.

6. Bidang Pengembangan Sosial, membawahi : Seksi Penyuluhan Sosial, Seksi

Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang

terbagi  dalam  berbagai  kelompok  sesuai  dengan  bidang  keahlian  dan

keterampilan
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1.3.2.  TUGAS KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN 

Secara  lebih  terperinci  tugas  dan  fungsi  Kepala  Dinas,  Sekretaris,  Kepala  Bidang,

Kepala Seksi dan Kasubbag  sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala  Dinas  mempunyai  memimpin, merencanakan mengkoordinasikan,

mengatur,  membina,  mengendalikan dan  melaksanakan  sebagian  urusan

Pemerintahan  dibidang  Perencanaan sesuai  dengan  peraturan  dan  perundang-

undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk  melaksanakan  tugas  tersebut,  Kepala  Badan  mempunyai  fungsi  sebagai

berikut :

a) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bidang sosial;

b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

c) Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;

d) Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;

e) Membimbing dan memotipasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas

kerja dan pengembangan karir;

f) Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan bidang sosial;

g) Menandatangani naskah dinas yang bersipat prinsip dan naskah dinas lainnya

untuk instansi diatasnya;

h) Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait maupun swasta

dalam rangka pelaksanaan program dibidang sosial;

i) Menetapkan  langkah  kebijakan  dalam  pelaksanaan  program  kerja  dibidang

sosial;

j) Merencanakan Operasional standar pelayanan minimal dibidang sosial;

k) Melaksanakan pembinaan dan penertiban usaha dibidang sosial;

l) Memberikan rekomendasi di bidang sosial;

m) Menilai  prestasi  kerja  bawahan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam

pengembangan karir;
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n) Melaporkan  hasil  kerja  dibidang  sosial dalam  rangka  pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

o) Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan melekat (waskat);

p) Mengevaluasi dan memonitoring kinerja bawahan;

q) Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan untuk mewakili tugas-tugas yang

bersipat  strategis  dan politis  maupun yang bersipat  kebijaksanaan pimpiman

sesuai bidang tugasnya;

2) Sekretaris

Sekretaris  mempunyai  tugas  memimpin,  merencanakan,  mengatur   dan

mengendalikan kegiatan  kesekretariatan yang meliputi  kepegawian pengelolaan

keuangan urusan rumah tangga urusan ketata usahaan, perencanaan, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Menyusun  rencana  kerja  dan  rencana  anggaran  di  bidang

keuangan,umum,kepegawaian,perencanaan  sesuai  dengan  kebijakan  Kepala

Dinas;

b) Mendistribusikan   dan  memberikan  petunjuk  pelaksanaan  tugas  kepada

bawahan;

c) Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;

d) Mengkoordinasikaan penyusunan rencana kerja dan program di bidang Sosial;

e) Mengkoordinasikan dan menyiapkan naskah peraturan perundaang-undangan

dibidang Sosial;

f) Pelaksanaan  peraturan,penilaian  ,pengumpulan  dan  analisa  data  serta

penyusunan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas;

g) Memilih dan mendistribusikan surat yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian

Umum untuk disampaikan Kepada atasan atau kebidang lainnya;

h) Meneliti dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani oleh atasan;

i) Mengkoordinasikan  pelayanan  teknis  administrasi  kepada  Satuan  Kerja

Perangkat daerah (SKPD) dan unit  kerja lainya yang berada dilingkup Dinas

Sosial;

j) Mengkoordinasikan persiapan rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial;

k) Bertanggung jawab atas keamanan dalam kantor terhadap personil ,materil,dan
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informasi;

l) Memberi petunjuk dalam proses perencanaan pengadaan barang, penyimpanan,

pendistribusian,  penggunaan,  perawatan  seluruh  investasi  dan  usulan

penghapusan barang inventaris;

m) Mengkaji  alternatif  pemecahan masalah sebagai  bahan bagi  pimpinan untuk

menetapkan kebijakan;

n) Melaksanakan pengadaan,  penyimpangan,  pendistribusian,  penggunaan,

perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan yang meliputi gedung peralatan

teknis,alat kantor,mobilitas dan perbukuan Dinas Sosial;

o) Melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen penggunaan anggaran (DPA)

dan pelaksanaan anggaran aparatur dan publik;

p) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas ketatausahaan;

q) Menilai  prestasi  kerja  bawahan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam

pengembangan karier;

r) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang kepegawaian ,umum

dan keuangan kepada Kepala dinas;

s) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

Sekretariat  terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi :

   Menyusun  rencana  kerja  dan  rencana  anggaran  bagian  umum  dan

kepegawaian;

  Mendistribusikan  dan  memberikan  petunjuk  pelaksanaan  tugas  kepada

bawahan;

  Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;

  Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan program serta rencana

anggaran di bidang sosial;

  Memberi petunjuk tentang pengelolaan urusan surat menyurat;

  Menyusun  konsep  pemeliharaan  dan  pemekaian  kendaraan  dinas  serta

inventaris kantor lainnya pada dinas sosial;

  Melaksanakan persiapan teknis kegiatan rapat dilingkungan dinas sosial;
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  Memilih naskah dinas untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan bidang dan

tingkatan nya;

  Menyusun perencanaan keuangan belanja rutin dan belanja kepegawaian

dinas sosial;

  Menyusun konsep teknis pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan

kantor;

  Mengontrol pendistribusian barang dilingkungan dinas sosial;

  Menyiapkan bahan-bahan untuk pembinaan kepegawaian menyusun rencana

peningkatan kwalitas SDM dan membuat daftar urut kepangkatan (DUK);

   Memproses izin  cuti  kepegawaian dan melayani  pembuatan administrasi

kepegawaian;

   Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

dinas sosial;

   Menata naskah surat-surat dari dan pada dinas sosial;

   Mengumpulkan,mengolah serta menyajikan data kepegawaian, menyusun

laporan administrasi kepegawaian;

   Menyelenggarakan  SIMPEG (sistem imformasi  manajemen kepegawaian)

pada dinas sosial;

   Melaksanakan  pengurusan  tatausaha  pegawai

(DUK,KARPEG,KARIS,KARSU,DP3 dan daftar Hadir) pada dinas sosial;

  Menilai  prestasi  kerja  bawahan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam

pengembangan karier;

  Mengevaluasi hasil kerja bawahan;

  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintah oleh atasan;

b) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan,

mempunyai fungsi :

   Menyusun  rencana  kerja  dan  rencana  anggaran  bagi

perencanaan,monitoring,evaluasi dan pelaporan;

   Mendistribusikan  dan Memberikan Petunjuk pelaksanaan kepada Bawahan;

   Memantau dan mengendalikan  Kegiatan Bawahan;

   Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan program dan rencana

anggaran di bidang sosial;

   Melaksanakan  koordinasi  lintas  sektoral  dengan instansi  terkait  maupun

swsta dalam rangka pelaksanaan program dibidang sosial;
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   Merencanakan kebijakan pembangunan dibidang sosial;

   Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana dibidang sosial; 

   Menyiapkan bahan pembinaan sistem pengumpulan pengolahan penyajian

dan publikasi data bidang sosial;

   Mengkoordinasikan  dan  pembinaan  dalam  penyusunan  daftar  usulan

kegiatan dilingkup dinas sosial;

  Menyusun laporan-laporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan

bidang sosial;

  Melaksanakan penyusunan laaporan akuntabilitas dinas sosial;

  Menghimpun dan menyusun laporan triwulan dan semester dan tahunan;

  Menilai  prestasi  kerja  bawahan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam

pengembangan karier;

  Mengevaluasi hasil kerja bawahan;

  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah oleh atasan.

c) Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai fungsi :

   Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran  Sub Bagian Pengolahan

data;

   Mendistribusikan Tugas dan Memberi Petunjuk Pelaksanaan tugas kepada

bawahan;

   Mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan petugas;

   Memanatau dan mengendalikan kegiatann bawahan lingkup Sub Bagian

Keuangan;

   Melaksanakan  bimbingan dan  pengawasan  terhadap petugas  bendahara

pengeluaran,pembantu  bendahara  pengeluaran  (kasir,penyimpan

uang,pengelolaan  dan  pembuatan  SPP  gaji,Pengelolaan  pembukuan  dan

pembuatan dokumen penerimaan dan pengeluaran uang);

   Melakukan  evaluasi  terhadap  pengeluaran  gaji,belanja  operasional

pemeliharaan dan belanja modal;

   Pelaksanaan  kegiatan  yang  menyangkut  pengelolaan  keuangan  dan

perbendaharaan;

   Membimbing bawahan agar dapat bekerja dengan baik,bertanggung jawab

dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

  Mengawasi tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan baik prosedur
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maupun tanggung jawab;

  Menelaah  dan  meneliti  laporan  hasil  pemeriksaan  dan  menindak  lanjuti

laporan hasil pemeriksaan (LHP);

   Memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  atasan  tentang  langkah-

langkah dan tindakan yang perlu yang diambil dalam rangka pelaksanaan dan

pertanggung jawaban;

   Melakukan pencatatan realisasi penggunaan keuangan;

   Melaksanakan   bimbingan  terhadap  staf  di  lingkungan  Sub  bidang

keuangan;

  Melaksanakan evaluasi kerja dilingkup Sub Bagian Keuangan;

  Menyusun  dan  menyampaikan  laporan  hasil  kerja  Sub  Bagian  keuangan

Kepada atasan;

  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah oleh atasan;

3) Bidang Pemberdayaan Sosial 

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas Memimpin Merencanakan,

Mengatur Dan Mengawasi kegiatan bagian Pemberdayaan Sosial.

Untuk  melaksanakan  tugas  tersebut  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Sosial

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Menyusun   rencana  kerja  operasional  dan  rencana  anggaran  di  bidang

Pemberdayaan Sosial; 

b) Mendistribusikan kepada bawahan;

c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;  

d) Mengatur pembagian tugas kepada bawahan;

e) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan keluarga;

f) Penyelengaraan kegiatan pemberdayaan fakir miskin

g) Penyelenggaraan pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan

Sosial

h) Menyiapkan bahan pembinaan usaha perlindungan dan jaminan sosial;

i) Menyiapkan bahan, perumusan dan pelaksanaan teknis sarana dan prasarana,

kebersihan,  perawatan  aset  dan  kelengkapan  untuk  upacara  pada  Taman

Makam Pahlawan;

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari 2 (dua) Kepala Seksi yaitu :

a) Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Keluarga  &  Fakir  Miskin,  mempunyai

fungsi : 
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 Menyusun rencana kerja operasional di bidang Pemberdayaan Keluarga dan

fakir Miskin; 

 Mendistribusikan Tugas kerja kepada bawahan;

 Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada  bawahan;

 Megatur pembagian tugas kepada bawahan

 Berkoordinasi dengan instansi terkait dibidang pelayanan Keluarga dan fakir

Miskin;

 Memberikan penyantunan,pelayanan terhadap Keluarga dan fakir Miskin di

Kabupaten Tanggamus;

 Menilai  prestasi  kerja  bawahan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam

pengembangan karier;

 Meneliti hasil kerja bawahan Seksi Pemberdayaan Keluarga dan fakir Miskin;

 Mengevaluasi  hasil  pelaksanaan  tugas  seksi  Pemberdayaan Keluarga  dan

Fakir Miskin;

 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir

Miskin kepada atasan;

 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

b) Kepala  Seksi  Kepahlawanan,  Keperintisan  dan  Kesetiakawanan

Sosial, mempunyai fungsi : 

 Menyusun  rencana  kerja  operasional  dan  rencana  anggaran  di  bagian

Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;

 Membagi tugas kerja kepada bawahan;  

 Memberikan petunjuk tugas kepada bawahan;

 Mengatur membagi tugas kepada bawahan;

 Melaksanakan  penyiapan  bahan  perumusan  dan  pelaksanaan  teknis

pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;

 Melaksanakan  penyiapan  identitas  sasaran  kegiatan  pembinaan

Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;

 Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepahlawanan,

keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

 Melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengawasan kegiatan pembinaan

kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;

 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
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4) Bidang Rehabilitasi Sosial 

Kepala Bidang Rehabilitasi  Sosial  mempunyai  tugas  memimpin,  merencanakan,

mengatur dan mengawasi kegiatan bagian Rehabilitasi Sosial.

Untuk  melaksanakan  tugas  tersebut  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Sosial

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Menyusun   rencana  kerja  operasional  dan  rencana  anggaran  di  bidang

Rehabilitasi Sosial;

b) Mendistribusikan kepada bawahan;

c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;  

d) Mengatur pembagian tugas kepada bawahan;

e) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan keluarga;

f) Penyelengaraan dan Rehabilitasi  Sosial  Anak Nakal,  korban NAPZA dan tuna

sosial;

g) Penyelenggaraan Rehabilitasi sosial penyandang cacat;

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 (Dua) Kepala Seksi yaitu :

a) Kepala  Seksi Pelayanan Sosial, Anak, Remaja, Dan Lansia, mempunyai 

fungsi sebagai berikut :

 Menyusun  rencana  kerja  operasional  di  Seksi  Pelayanan  Sosial,  Anak,

Remaja dan Lansia; 

 Mendistribusikan Tugas kerja kepada bawahan;

 Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada  bawahan;

 Megatur pembagian tugas kepada bawahan;

 Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis 

pelayanan sosial anak, remaja dan lanjut usia;

 Melaksanakan penyiapan identifikasi sasaran pelayanan sosial anak, remaja 
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dan lanjut usia;

 Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial anak, 

remaja dan lanjut usia;

 Melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan 

sosial anak, remaja dan lanjut usia;

 Melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan sosial anak, remaja dan lanjut 

usia;

 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.

 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

b) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi sebagai berikut :

 Menyusun rencana kerja operasional di Seksi Rehabilitasi sosial;

 Mendistribusikan tugas kerja kepada bawahan;

 Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

 Mengatur membagi tugas kepada bawahan;

 Melaksanakan  penyiapan  bahan  perumusan  dan  pelaksanaan  teknis

pelayanan dan rehabilitasi  sosial  anak nakal,  korban NAPZA, Penyandang

cacat dan tuna Sosial, remaja dan lanjut usia;

 Melaksanakan  penyiapan  identifikasi  sasaran  pelayanan  dan  rehabilitasi

sosial anak nakal, korban NAPZA, penyandang cacat dan tuna sosial;

 Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi

sosial anak nakal, korban NAPZA, penyandang cacat dan tuna sosial;

 Melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan

dan rehabilitasi  sosial  anak nakal,  korban NAPZA, penyandang cacat dan

tuna sosial;

 Melaksanakan  koordinasi  kegiatan  pelayanan  dan  rehabilitasi  sosial  anak

nakal, korban NAPZA, penyandang cacat dan tuna sosial;

 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

5) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial 

Kepala  Bidang  Bantuan  dan  Jaminan  Sosial  mempunyai  tugas  Memimpin

Merencanakan, Mengatur dan Mengawasi  Kegiatan Bagian Bantuan dan Jaminan

Sosial.
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Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Menyusun Rencana kerja operasional dan rencana anggaran di bidang Bantuan

dan Jaminan Sosial;

b) Mendistribusikan Tugas kepada Bawahan;

c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

d) Mengatur pembagian tugas kepada bawahan;

e) Melakukan  Pembinaan  dan  Pelaksanaan  Program  Penanggulangan  Bencana

Alam, Bencana Sosial;

f) Melakukan Pembinaan dan Pelaksanaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja

Migran;

g) Melakukan Pembinaan dan Pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan

Terpadu (SLRT);

h) Melakukan Kegiatan urusan jaminan Kesejahteraan Sosial;

i) Melakukan Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);

j) Menilai Prestasi kerja bawahan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;

k) Menilai hasil kerja bawahan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;

l) Mengevaluasi hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Bantuan dan Jamsos;

m) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari 2 (Dua) Kepala Seksi yaitu :

a) Kepala Seksi  Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana  Sosial

Dan Tindak Kekerasan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

 Menyusun  Rencana  kerja  operasional  dan  rencana  anggaran  di  Seksi

Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Tindak Kekerasan

Bidang Bantuan dan J aminan Sosial; 

 Mendistribusikan Tugas dan  memberikan Petunjuk  kepada Bawahan;

 Mengkoordinasikan kegiatan kebawahan;

 Mengendalikan dan memantau kegiatan bawahan; 

 Mengkoordinasikan dengan (SKPD)/Lembaga Teknis lainnya dalam rangka

Pelayanan Bantuan Sosial;

 Berkoordinasi  dengan Dinas terkait  dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam, Bencana Sosial dan Tindak Kekerasan;

 Melaksanakan  Pembinaan  dan  Pemberdayaan  Taruna  Siaga  Bencana
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(TAGANA);

 Melakukan pembinaan, pengendalian dan penanggulangan korban Bencana

Sosial dan Tindak Kekerasan; 

 Melaksanakan pengendalian dan Pengorganisasian bantuan sosial;

 Melaksanakan pengawasan terhadap Bantuan Sosial; 

 Memberikan petunjuk Kepada Bawahan;

 Mengatur Pembagian tugas Kepada Bawahan

 Mengevaluasi Hasil Kerja Bawahan;

 Menilai  Prestasi  Kerja  bawahan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam

Pengembangan karir;

 Melakukan pengendalian dan pengkordinasian Sumbangan Sosial;

 Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan;

b) Kepala  Seksi  Bantuan Fakir  Miskin  dan Jaminan Sosial,  mempunyai

fungsi sebagai berikut :

 Menyusun  Rencana  Kerja  operasional  dan  rencana  Anggaran  di  Seksi

Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;

 Mengkordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerak (SKPD/Lembaga

Teknis lainnya dalam rangka Pelayanan Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan

Sosial;

 Mendistribusikan dan memberikan Petunjuk Kepada Bawahan;

 Mengkordinasikan kegiatan kebawahan;

 Mengendalikan dan memantau kegiatan bawahan;

 Menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan kegiatan jaminan dan perlindungan

Sosial;

 Melaksanakan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH);

 Melaksanakan  koordinasi  kegiatan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  dan

Asuransi kesejahteraan Sosial (ASKESSOS); 

 Melaksanakan  pengadministrasian  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dan

Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS);

 Melakukan  penyiapan  dan  pelaksanaan  program  Sistem  Layanan  dan

Rujukan Terpadu (SLRT);

 Melakukan  Pembinaan  dan  Pengawasan  Program  Sistem  Layanan  dan

Rujukan Terpadu (SLRT);

 Melakukan kegiatan evaluasi  monitoring  dan pelaporan kegiatan  Bantuan
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Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

6) Bidang Pengembangan Sosial 

Kepala Bidang Pengembangan Sosial mempunyai tugas Memimpin Merencanakan,

Mengatur dan Mengawasi  Kegiatan Bidang Pengembangan Sosial.  

Untuk  melaksanakan  tugas  tersebut  Kepala  Pengembangan  Sosial  mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a) Menyusun  Rencana  kerja  operasional  dan  rencana  anggaran  di  bidang

Pengembangan Sosial;

b) Mendistribusikan Tugas kepada Bawahan;

c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

d) Mengatur pembagian tugas kepada bawahan;

e) Melaksanakan  kegiatan  Pembinaan  potensi  dan  sumber  Kesejahteraan

Masyarakat,  meliputi  pembinaan KT,  WKBSM,  PSM,  ORSOS dan Kerja  sama

dengan lintas sector dan Dunia Usaha; 

f) Menginventarisasi data PSKS dan PMKS di Kabupaten Tanggamus;

g) Melaksanakan  pengendalian  dan  pengkordinasian  sumbangan  Sosial  di

Kabupaten Tanggamus;

h) Melaksanakan kordinasi Inter dan Intra Sektoral dalam rangka peringatan hari-

hari besar Nasional yang terkait dengan Bidang Pengembangan Sosial;

i) Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan

karir;

j) Meneliti hasil kerja bawahan Bdang Pengembangan Sosial;

k) Mengevaluasi hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Pengembangan Sosial;

l) Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Pengembangan Sosial;

m) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

Bidang Pengembangan Sosial terdiri dari 2 (Dua) Kepala Seksi yaitu :

a) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Sosial, memepunyai fungsi

sebagai berikut :

 Menyusun  Rencana  kerja  operasional  dan  rencana  anggaran  di  Seksi

Penyuluhan dan Pemberdayaan Sosial Bidang Pengembangan Sosial; 

 Mendistribusikan Tugas dan Petunjuk  kepada Bawahan di Seksi Penyuluhan
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dan Pemberdayaan Sosial Bidang Pengembangan Sosial

 Mengkoordinasikan kegiatan kepada bawahan;

 Mengendalikan dan memantau kegiatan bawahan; 

 Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Sosial

 Melaksanakan Pengendalian dan Pengkordinasian Sumbangan Sosial;

 Menyiapkan bahan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial, Pondok

Pesantren, dan Yayasan Sosial/Panti Asuhan;

 Melaksanakan  Pembinaan  Kepada  Keluarga/Janda  Pahlawan  Perintis

Kemerdekaan;

 Melaksanakan  Kegiatan  Pendataan,  Penyiapan  dan  Penyempurnaan  data

PMKS dan PSKS; ; 

 Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Sumbangan Sosial;

 Melaksanakan Kordinasi dengan Instansi terkait Kegiatan Sumbangan Sosial;

 Menilai Prestasi Kerja Bawahan sebagai bahan pertimbangan Pengembangan

karir;

 Mengevaluasi Hasil Kerja Bawahan;

 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

b) Kepala  Seksi  Data  Dan  Informasi  Kesejahteraan  Sosial,  mempunyai

fungsi sebagai berikut : 

 Menyusun Rencana Kerja operasional dan rencana Anggaran Seksi Data dan

Informasi Kesejahteraan Sosial;

 Mendistribusikan  Tugas  dan  petunjuk  kepada  bawahan  seksi  Data  dan

Informasi Kesejahteraan Sosial Bidang Pengembangan Sosial;

 Mengkordinasikan kegiatan kepada bawahan;

 Mengendalikan dan memantau kegiatan bawahan;

 Melaksanakan kegiatan pembinaan Karang Taruna;

 Melaksanakan kegiatan pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)

dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);

 Menyiapkan  bahan  Pembinaan  dan  pengawasan  Kesejahteraan  Sosial

Masyarakat;

 Melakukan Inventarisasi data TKSM dan PSM;

 Melaksanakan kegiatan pelatihan ORSOS,TKSM,KT dan WKBSM;

 Pemantapan TKSK

 Merencanakan,  Mengkordinasikan  kegiatan  pembinaan  potensi  Sosial
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Kemasyarakatan (PPSK)

 Melakukan  Pembinaan  Kepada  Keluarga/Janda  Pahlawan  Perintis

Kemerdekaan;

 Menilai  Prestasi  kerja  bawahan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam

pengembangan karir;

 Mengevaluasi hasil kerja bawahan;

 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Atasan.

1.3.3. Kapasitas Aparatur Silpil Negara

Jumlah pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus sebanyak 46 yang terdiri
dari 23 PNS dan 23 Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. Golongan IV/c 1 1
2. Golongan IV/b 1 1 2
3. Golongan IV/a 2 1 3
4. Golongan III/d 4 3 7
5. Golongan III/c 3 1 4
6. Golongan III/b 1 1
7. Golongan III/a 1 1 2
8. Golongan II/d 2 2
9. Golongan VII 1 1

10. PPPK Paruh Waktu 12 10 22
Jumlah 27 21 48

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No Tingkat
Pendidikan

Sumber Daya Aparatur
Jumlah

PNS PPPK Non ASN

1 S2 6 0 0 6

2 S1 13 1 5 19

3 D3 4 1 1 6

4 SMA 0 1 16 17

5 SMP 0 0 0

6 SD 0 0 0

Jumlah 23 3 22 48
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1.4 SISTEM PENYAJIAN

Penyusunan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Lampung  Lampung
Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
1.2 LANDASAN HUKUM
1.3 GAMBARAN UMUM

1.3.1. KONDISI PEMERINTAHAN
1.3.2. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
1.3.3. KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA

1.4   SISTEM PENYAJIAN
BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1    RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

2.1.1.   VISI,  MISI  DAN  SASARAN  PEMBANGUNAN  PERANGKAT
DAERAH
2.1.2.  ISU  STRATEGIS,  TUJUAN  SASARAN  DAN  PEMBANGUNAN

PERANGKAT DAERAH
2.1.3.  INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
2.1.4.  POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH

 2.2. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
2.2.1.  PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025
2.2.2.  PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (EVALUATED)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
3.2. REALISASI ANGGARAN

3.2.1. ALOKASI PER SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
3.2.2. PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

BAB IV PENUTUP
4.1 UKURAN KINERJA
4.2 SIMPULAN
4.3 REKOMENDASI
LAMPIRAN

A. LAPORAN REALISASI KEUANGAN 
B. PK & RKT 
C. RENCANA AKSI 
D. SOP 
E. DAFTAR PENGHARGAAN
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BAB

PERENCANAAN KINERJA
 

2.1.    RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
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Rencana  Strategis  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanggamus  adalah  merupakan

dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan

penjabaran  dari  pada  Visi  dan  Misi  Kepala  Daerah  yang  terpilih  dan  terintegrasi

dengan potensi  sumber daya alam yang dimiliki  oleh Daerah yang bersangkutan,

dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Rencana  Strategis Dinas Sosial

Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( 5 ) tahun yaitu dari

tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Nomor 050/5133.a/30/2025 Tahun 2025 tentang

Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah  (Renstra-PD)  Tahun  2025-2029.  Penetapan

jangka  waktu  5 tahun  tersebut  dihubungkan  dengan  pola  pertanggung  jawaban

Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial

Kabupaten Tanggamus dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas

penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanggamus  tersebut  ditujukan  untuk

mewujudkan  visi  dan  misi  daerah  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  Rencana

Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Tanggamus  Tahun

2025-2029.

Penyusunan Renstra  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanggamus telah  melalui  tahapan -

tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tanggamus

Tahun  2025-2029 dengan  melibatkan  stakeholders  pada  saat  dilaksanakannya

Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  RPJMD,  Forum  SKPD,

sehingga Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus merupakan hasil kesepakatan

bersama antara Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus  tersebut akan dijabarkan

kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang merupakan

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)  tahun.  Didalam Renja Dinas

Sosial Kabupaten Tanggamus dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan

untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. VISI , MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH 

VISI “ Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas “

MISI I Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
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MISI II Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing

MISI III Memastikan Pemerataan Pembagunan Dari Desa Ke Kota

MISI IV Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

MISI V Mewujudkan Lingkungan Yang Aman dan Berkelanjutan Berbasis 

Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan kelima misi tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

melaksanakan misi ke-2 yaitu Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Yang

Berdaya Saing.  Kemudian Dinas Sosial Kabupaten  Tanggamus   juga menetapkan

tujuan berdasarkan misi yang diampu yaitu Menurunnya Angka Kemiskinan dan

Ketimpangan Pendapatan Masyarakat.  Untuk mencapai tujuan tersebut maka

Sasaran  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanggamus  Adalah  Meningkatnya  Pelayanan,

Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2.1.2. ISU STRATEGIS, TUJUAN SASARAN DAN PEMBANGUNAN 
PERANGKAT DAERAH

a. Isu Strategis 

Isu  strategis  adalah  kondisi  atau  hal  yang  harus  diperhatikan  atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis

juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Karakteristik  suatu  isu  strategis  adalah  kondisi  atau  hal  yang  bersifat

penting,  mendasar,  berjangka  panjang,  mendesak,  bersifat

kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan

datang.  Oleh  karena  itu,  untuk  memperoleh  rumusan  isu-isu  strategis

diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah

diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis

dari  lingkungan  eksternal  (misal,  dari  masyarakat,  dunia  swasta,

perguruan  tinggi,  dunia  riset,  lembaga  nonprofit,  dan  lain-lain)  skala

regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang

perlu diperhatikan  dan  menjadi  masukan  dalam  menganalisis  isu-isu

strategis pembangunan jangka menengah daerah. Untuk lebih jelasnya,
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identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus adalah :

1. Permasalahan validitas dan akurasi data penerima manfaat. Meskipun

upaya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus

dilakukan,  masih  banyak  ditemukan  ketidaksesuaian  antara  data

dengan  kondisi  riil  di  lapangan.  Akibatnya,  program bantuan  sosial

sering tidak tepat  sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial  di

masyarakat.

2. Rendahnya  partisipasi  dan  literasi  masyarakat  terhadap  program-

program  Dinas  Sosial  menyebabkan  sebagian  masyarakat  belum

memahami prosedur, kriteria, atau manfaat dari layanan sosial yang

tersedia,  sehingga  mengakibatkan  minimnya  pelaporan  kasus,

kurangnya inisiatif mandiri, dan rendahnya efektivitas pemberdayaan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan  visi  dan  misi  serta  didasarkan  pada  isu-isu  dan  analisa

strategis.Sasaran adalah hasil  yang akan dicapai  secara nyata oleh Istansi

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam

kurun waktu tertentu /  tahunan secara  berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi

dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029.

2.1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
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Salah  satu  upaya  untuk  memperkuat  akuntabilitas  dalam  penerapan  tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor:  PER/09/M.PAN/5/2007  tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah,  Indikator  Kinerja  Utama  merupakan  ukuran  keberhasilan  dari

suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 

Adapun  penetapan  Indikator  Kinerja  Utama  Dinas  Sosial  Kabupaten

Tanggamus tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

2.2. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
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NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA

PENJELASAN TARGET KINERJA PADA TAHUN

FORMULASI / RUMUS
PERITUNGAN

2025 2026 2027 2028 2029

1.

Menurunnya Angka 
Kemiskinan dan 
Ketimpangan 
Pendapatan 
Masyarakat

Meningkatnya  
Pelayanan,
Perlindungan 
dan  Jaminan 
Sosial

Persentase 
Angka  Pemerlu 
Pelayanan
Kesejahteraan  
Sosial (PPKS)

Jumlah PPKS kabupaten

------------------------------ x
100 %

Jumlah Penduduk 
Kabupaten

12.38 12.22 12.08 11.93 11.79

Persentase 
Penanganan 
Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan 
Sosial (PPKS)

Jumlah PPKS yang 
ditangani

------------------------------ x
100 %

Jumlah PPKS Kabupaten

87.82 88.30 89.04 89.34 89.60



2.2.1.   PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Selama  78  tahun  kemerdekaan,  berbagai  kemajuan  telah  berhasil  dicapai  oleh  Bangsa

Indonesia.  Namun  demikian,  Indonesia  masih  terjebak  sebagai  negara  berpendapatan

menengah (middle income trap) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antar

kelompok pendapatan.  Tantangan ke depan yang perlu  diantisipasi  terutama pergeseran

demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta

perubahan iklim. Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal

dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan

kekuatan maritim. Sehingga cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau  Indonesia Emas

2045,  menjadi  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang bersatu,  berdaulat,  maju,  dan

berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi

yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan

Indonesia  Emas 2045.  Dengan mempertimbangkan arahan Presiden,  kerangka  ekonomi

makro, kesinambungan pembangunan,  hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu

strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun

2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Gambar III.1. Tema Pembangunan Tahun 2025

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun
2025

26



Sasaran pembangunan nasional  tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan

Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan

Tingkat  Pengangguran  Terbuka,  Rasio  Gini,  Tingkat  Kemiskinan,  Tingkat  Kemiskinan

Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan

tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut.

Gambar III.2. Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Maret 2024

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045,

serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas

nasional sebagai berikut.

Gambar III.3. Prioritas Nasional 2025

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024
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Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan Gross National Income per

kapita (Atlas Method) menjadi US$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle

income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia

Emas 2045.

Tabel III.4 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Keterangan: a) Hasil Kesepakatan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan,

Defisit, dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran

2025; b) Perbedaan angka desimal dalam  range terjadi pada dua hingga empat angka di

belakang  koma;  c)  Angka  dalam  kurung  (x,x)  bernilai  negatif;  d)  Koordinasi  dengan

KementerianKeuangan  setelah  Kesepakatan  Panja  Asumsi  Dasar,  Kebijakan  Fiskal,

Pendapatan,  Defisit,  dan  Pembiayaan  dalam  Rangka  Pembicaraan  Pendahuluan  RAPBN

Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung

oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator

makro  fiskal  tetap  berkinerja  baik  untuk  menjamin  keberlanjutan  pembangunan  dalam

jangka menengah-panjang. Tingkat inflasi dijaga stabil dalam rentang 2,5±1,0 persen (yoy)

dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.300–Rp15.900 per USD.

Dari  sisi  pengeluaran,  konsumsi  Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit  yang melayani

rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat.
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Hal ini  didukung oleh inflasi  yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan

pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan

dukungan

pemerintah  dalam  pembangunan.  Kinerja  ekspor  ditargetkan  tumbuh  didorong  oleh

peningkatan ekspor utamanya pada produk industri. Sementara impor akan tumbuh tinggi

sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Perdagangan  luar  negeri  diarahkan  untuk  dapat  meningkatkan  ekspor  barang  dan  jasa

bernilai  tambah  tinggi  di  pasar  global  melalui  ekspansi  serta  peningkatan  partisipasi

Indonesia dalam rantai nilai global melalui strategi (1) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi

supply termasuk  akses  bahan  baku,  perizinan,  sertifikasi  berstandar  internasional,

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembiayaan dan asuransi ekspor, pengembangan

produk ekspor, dan logistik ekspor; (2) harmonisasi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia

untuk  meningkatkan  ekspor  barang  bernilai  tambah  tinggi;  (3)  peningkatan  kapasitas

eksportir termasuk pelatihan ekspor dan bisnis e-commerce bagi pelaku usaha mikro, kecil,

dan  menengah,  pengembangan  exporter  tools untuk  meningkatkan  kapasitas  eksportir

secara  digital,  serta  pendampingan  dalam  rangka  mendorong  perdagangan  hijau  yang

berkelanjutan;  (4)  integrasi  informasi  perdagangan  internasional   termasuk  penyediaan

database informasi   pasar  potensial  dan  buyer secara  real-time;  (5)  fasilitasi  pelayanan

ekspor impor terintegrasi; (6) intensifikasi dan ekstensifikasi pangsa pasar produk Indonesia

termasuk  penguatan  promosi  dan  misi  dagang,  optimalisasi  marketintelligence,  dan

pengamanan  pasar  ekspor;  (7)  penyediaan  data  perdagangan  jasa  serta  penguatan

koordinasi  perdagangan  sektor  jasa  dan  kreatif;  (8)  penguatan  usaha  mikro,  kecil,  dan

menengah untuk mendorong kemitraan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global; (9)

penguatan  diplomasi  untuk  menurunkan  hambatan  perdagangan  dan  meningkatkan

partisipasi dalam rantai nilai global serta

meningkatkan  efektivitas  implementasi  free  trade  agreement/comprehensive  economic

partnership agreement. 

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
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Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak

Asasi  Manusia,  telah  dirumuskan  sasaran  dan  indikator  pembangunan pada  tahun  2025

sebagai berikut.

Tabel III.1 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 1
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Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong

Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,

Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Negara  yang  kuat  adalah  negara  yang  memiliki  sistem  pertahanan  keamanan  negara

yangdapat  mclindungi  dan  menjamin  kedamaian  di  dalam  wilayah  negara  kesatuan.

Sementara itu, kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri

tanpa bergantung pada negara lain.

Dalam kemandirian  bangsa,  Indoncsia  perlu  fokus  pada  pencapaian  swasembada  dalam

berbagai  sektor  krusial  yang  mencakup  scktor  pangan  sebagai  pilar  kehidupan  bangsa;

sektor  energi  scbagai  pendorong  inovasi  dan  kemajuan;  dan  sektor  air  sebagai  fondasi

kehidupan yang berkelanjutan.

Prinsip  pertama  dari  Ekonomi  Pancasila  adalah  ekonomi  yang  religius  dan  mampu

mewujudkan perekonomian yang berdaulat dan berdaya saing di tingkat global. Prinsip ini di

implementasikan  dengan  mendorong  Indonesia  menjadi  pusat  ekonomi  syariah  dunia.

Sementara itu, era digitalisasi mengharuskan ekonomi digital menjadi akselerasi peningkatan

daya saing. Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi hijau akan mendorong

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung

dan daya tampung lingkungan ; ekonomi biru akan menekankan nilai penting dari kekayaan

kelautan kita.

Dengan  mengoptimalkan  kesempatan  di  setiap  seldor  tersebut  secara  bcrkelanjutan,

Indonesia  mempertegas  posisinya  sebegai  negara  yang  berdaulat.  Atas  dasar  hal

tersebut,pembangunan  jangka  menengah  nasional  tahun  2025-2029  merumuskan

pemantapan  sistem  pertahanan  keamanan  negara  dan  kemandirian  bangsa  melalui

swasembada  pangan,energi,  air,  ekonomi  syariah,  ekonomi  digital,  ekonomi  hljau,  dan

ekonomi biru.
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Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Dalam  mendukung  proses  pemantapan  sistem  pertahanan  keamanan  negara  dan

mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,

ekonomi  digital,  ekonomi  hijau,  dan  ekonomi  biru,  telah  dirumuskan  6  (enam)  sasaran

pembangunan  jangka  menengah  untuk  membantu  mengawal  keberhasilan  pada  tahun

2O25-2029 sebagai

berikut.

Tabel III.2 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 2
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Arah Kebijakan
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Dalam  rangka  mewujudkan  sasaran-sasaran  pembangunan  pada  Prioritas  Nasional

2,dilaksanakan arah kebiiakan sebagai berikut:
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Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan  Meningkatkan Lapangan
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Kerja  yang  Berkualitas,  Mendorong  Kewirausahaan,  Mengembangkan  Industri

Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di  Sentra Produksi Melalui

Peran Aktif Koperasi

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

Pembangunan  infrastruktur  berkualitas,  berkeadilan,  berketahanan,  dan  berkelanjutan

dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas

nasional, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat, tcrutama makan bergizi gratis,

swasembada  pangan,  swasembada  air,  swascmbada  energi,  hilirisasi  komoditas,

dantransformasi  digital.  Pembangunan  infrastruktur,  pengembangan  industri  kreatif,  dan

industri  agromaritim  bertujuan  mendukung  pemenuhan  pelayanan  dasar  untuk

meningkatkan  mutu  sumber  daya  manusia,  percepatan  pertumbuhan  ekonomi,  dan

pengurangan  kemiskinan.  Selain  itu,  pembangunan  juga  diarahkan  untuk  mendukung

penciptaan  kesempatan  kerja  dan  mendorong  kewirausahaan  dengan  melibatkan

sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pembangunan  infrastruktur  akan  mengoptimalkan  ketersediaan  aset  (stok  infrastruktur)

yang  terbangun  untuk  meningkatkan  akses;  menurunkan  biaya  produksi,  biaya

transportasidan biaya logistik;  menguatkan koneldivitas  dan rantai  nilai  komoditas;  serta

mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam lima tahun ke depan, pembangunan

infrastruktur  akan  mencakup  penyediaan  air,  pembangunan  rumah  dan  kawasan

permukiman, pengelolaan sanitasi  dan pcrsampahan, pembangunan jaringan transportasi,

serta penyediaan listrik dan penguatan transformasi digital.

Selain  itu,  pembangunan  infrastruktur  yang  terpadu,  baik  layanan  transportasi,  digital,

maupun ketenaga listrikan dengan pengembangan industri kreatif diarahkan untuk member

ruang yang luas bagi pengembangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi

dan  perluasan  kesempatan  pekerjaan  bagi  banyak  orang,  serta  pengembangan  dan

Peningkatan ekosistem digital. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal,

pengembangan  industri  kreatif  melalui  pembangunan  Pariwisata  yang  berkualitas  dan

berkelanjutan  serta  penguatan ekosistem ekonomi  kreatif  berpotensi  menjadi  pendorong

utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Sejalan  dengan  hal  tersebut,  pembangunan  infrastruktur  terpadu  dilakukan  dengan

memperhatikan  pendekatan  solusi  berbasis  alam  untuk  mengurangi  risiko  bencana  dan
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perubahan iklim, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang.

Oleh sebab itu, dalam lima tahun ke depan (2025-20291) pemerintah berkomitmen untuk

melanjutkan  pengembangan  infrastruktur  dan  meningkatkan  lapangan  kerja  yang

berkualitas,  mendorong  kewirausahaan,  mengembangkan  industri  kreatif,

sertamengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Keseluruhan upaya tcrsebut dapat didukung oleh peningkatan peran sektor jasa keuangan

sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

Untuk  mengawal  keberhasilan  proses  pengembangan  infrastruktur  dan  meningkatkan

lapangan  kcia  yang  berkualitas,  mendorong  kewirausahaan,  mengembangkan  industry

kreatif,  serta  mengembangkan  agromaritim  industri  di  sentra  produksi  melalui  peran

aktifkoperasi,  telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 dan tahun 2029

sebagai berikut.

Tabel III.3 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 3
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Arah Kebijakan

Dalam  rangka  mewujudkan  stasaran-sasaran  pembangunan  Pada  Prioritas  Nasional  3,

disusun arah kebijakan sebagai berikut.
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Memperkuat  Pembangunan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  Sains,  Teknologi,

Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan

Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi,

pendidikan,  kesehatan,  prestasi  olahraga,  kesetaraan  gender,  serta  penguatan  peran

perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan sasaran pembangunan

pada tahun 2025 sebagai berikut.
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Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi,

pendidikan,  kesehatan,  prestasi  olahraga,  kesetaraan  gender,  serta  pcnguatan

peranperempuan,  pemuda,  dan  penyandang  disabilitas,  telah  dirumuskan  sasaran

pembangunan pada tahun 2O25-2O29 sebagai berikut.

Tabel III.4 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 4
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Arah Kebijakan

Pembangunan  dan  pembentukan  modal  manusia  bertujuan  untuk  mcmastikan  setiap

individu, terlepas dari karakteristik dan latar belakangnya, dapat tumbuh dan berkembang

dalam tingkungan yang sehat, aman, gerta bebas dari kekerasan dan diskriminasi di setiap

tahapan siklus kehidupan, dengan dukungan dari keluarga yang berkualitas dan masyarakat

yang  kondusif.  Tujuan  ini  dapat  terwujud  apabila  setiap  orang,  baik  laki-laki

maupunperempuan, memiliki akses dan kescmpatan yang setara untuk menikmati manfaat

pembangunan,  mengembangkan  potensi  diri  secara  optimal,  serta  berpartisipasi

secarabermakna  dalam  pembangunan.  Pembentukan  modal  manusia  tersebut  dapat

terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Dalam rangka mewujudkan

sasaran-sasaran pembangunan, dilaksanakan arah kebijakan scbagai berikut:
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Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

Scbuah  negara  yang  maju  harus  mampu  memaksimalkan  potensi  sumber  daya

alamnyauntuk  kemajuan  perekonomian  nasional  dan  ralqat.  Melalui  hilirisasi  dan

industriatisasi, Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing

tinggi,  yang juga dapat menciptakan lebih banyak peke{aan berkualitas  dan mendorong

pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan demikian, tidak hanya menjadi negala penghasil

bahan  mentah,  Indonesia  dapat  menjadi  produsen  dan  manufaktur  atas  produk  yang

berkualitas  dan  dapat  bersaing  dikancah  internasional.  Prioritas  Nasional  ini  dijalankan

dengan  mcmanfaatkan  sumber  dayagecara  efektif,  dan  juga  menegaskan  kedaulatan

ekonomi  lndonesia,  mengurangi  ketergantungan  terhadap  impor,  dan  menjamin

pembangunan  berkelanjutan  untuk  generasi  mendatang.  Karena  itu  pada  pembangunan

jangka menengah nasional tahun 2025-2029, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan

dan mengembangkan program industrialisasi dan hilirisasi.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

Untuk  mengawal  keberhasilan  proses  pembangunan  hilirisasi  dan  industri  berbasis

sumberdaya alam dalam meningkatkan nilai tambah dalam negeri, telah dirumuskan sasaran

pembangunan jangka menengah pada tahun 2025-2029 sebagai berikut.
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Tabel III.5 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 5

Arah Kebijakan

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bemilai tambah

tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan bcrdaya saing global sehinggamampu

menjadi pengungkit pcrekonomian regional dan nasional. Arah Kebijakan untukmewujudkan

sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5 adalah sebagai berikut:
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Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan

Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh distribusi hasil pembangunan dan keseimbangan

alokasi sumber daya pada setiap wilayah. Membangun dari  desa dan dari  bawah adalah

strategi  yang  berorientasi  pada  penguatan  akar  perckonomian  melalui  pemberdayaan

masyerakat  lokal  serta  memperhatikan  pemenuhan  hak  dasar  warga  negara  untuk

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan inklusif.
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Desa,sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahaan dan ekonomi, memegang potensi besar

untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengedepankan

pembangunan dari desa dan dari bawah, negara mengakui pcran penting komunitas desa

sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kelestarian lingkungan, dan

ketahanan sosial-budaya. Membangun dari desa tidak hanya dalam bentuk infrastrukturIisik,

ekonomi, sosial-budaya, lingkungan dan tata kelola yang menggambarkan kemandirian desa,

namun juga  meliputi  pemberdayaan  komunitas  lokal  melalui  pendidikan,  pengembangan

keterampilan,  dan aksesibilitas  ke berbagai  sumber daya.  Melalui  strategi  yang berfokus

pada  pendekatan  dari  desa  dan dari  bawah,  negara  berupaya  agar  seluruh  masyerakat

mendapatkan dampak positif dari pembangunan menyeluruh, penurunan disparitas ekonomi,

dan pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan  dari  desa  dan  dari  bawah  menjadi  pendekatan  utama  dalam  upaya

pemberantasan kemiskinan. Penduduk miskin dan renten menjadi fokus dalam pelaksanaan

perlindungan  sosial,  untuk  membantu  mengurangi  beban  kelompok  tersebut  dalam

memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, energi,

pengasuhan, layanan bosial, perumahan dan sanitasi yang layak, serta kebutuhan individu

maupun  keluarga  lainnya  sesuai  dengan  hembatan  yang  dihadapi.  Pendekatan  untuk

meningkatkan kemandirian penduduk miskin dan rentan dilakukan dengan mengedepankan

potensi,  kapagitas,  motivasi,  dan akses  bagi  mereka untuk dapat  berdaya mendapatkan

ruang  untuk  berpartisipasi  pada  sektor-sektor  ekonomi  utama.  Kesempatan  yang

setaramenjadi  kebijakan  kunci  untuk  memastikan  infrastruktur  dan  layanan  dasar,  serta

kondisi pemampu lainnya, tersedia bagi penduduk untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi

sejahtera.

Upaya holistik  yang berorientasi  pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas

penduduk miskin dan rentan diarahkan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan secara

berkesinambungan.  Kebijakan  pemberantasan  kemiskinan  dikembangkan  sebagai  bagian

dari  agenda  pembangunan  utama  untuk  memperkuat  sumber-sumbcr  pertumbuhan

ekonomi. Penduduk miskin, rentan, dan menuju keLas menengah didorong untuk menjadi

aktor  dan  rantai  pasok  utama  yang  berperan  dalam  kegiatan  ekonomi  utama  yang

dapatmengeluarkan mereka dari kondisi miskin dan rentan. Penguatan dan perbaikan tata

kelola program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi agenda

utama  untuk  mendukung  kebljakan  ini,  termasuk  integrasi  program lintas  lembaga  dan

sektor,peningkatan  adaptabilitas  dan  inklusivitas,  pemanfaatan  dan  peningkatan  akses

terhadap teknologi, penggunaan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi sebagai sumber rujukan
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dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk penargetan program, serta pemantauan

yang intensif dan berkala dalam mengidentifikasi kebutuhan kelompok yang paling rentan

dan mengakselerasi graduasi penduduk menuju sejahtera secara berkesinambungan.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

Untuk  mengawal  keberhasilan  pertumbuhan  ekonomi,  pemerataan  ekonomi,  dan

pemberantasan  kemiskinan  maka  proses  membangun  dimulai  dari  dcsa  sebagai  fondasi

utama pembangunan masyarakat dan struktur kelembagaan tingkat terbawah yang paling

dekat dengan masyarakat. Pembangunan yang dilakukar juga memperhatikan pemenuhan

akses  masyarakat  terhadap  hunian  layak,  bukan  hanya  sebagai  tempat  tinggal

melainkanjuga  tempat  bekerja  bagi  bcberapa  segmentasi  masyarakat.  Maka  dari  itu,

kebijakan  kedepan  dilakukan  dcngan  memastikan  perlindungan  sosial  adaptif  yang

mengintegrasikan program-program bantuan, jaminan, layanan, dan kesejahteraan sosial,

serta pemberdayaan ekonomi dari tingkat desa.

Pembangunan  dari  desa  mencakup  pemenuhan  infrastruktur  dan  layanan  dasar  desa,

penguatan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan desa, scrta penguatan tata kelola dan

pemberdayaan pemerintahan desa. Pembangunan tersebut menekankan keterkaitan desa-

kota (rural-urban linkages). Tujuannya untuk memastikan pembangunan dan peningkatan

kesejahteraan  masyarakat  perdesaan  didukung  dengan  penguatan  pusat  aktivitas  dan

ekonomi melalui sinergi aliran sumber daya, tenaga kcrja, serta akses pasar inklusif.

Bersamaan dengan pembangunan di wilayah perdesaan, pembangunan kawasan perkotaan

dilakukan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni, inklusif, berbudaya, hijau,

berketahanan,  maju,  dan menyejahterakan.  Pembangunan perkotaan berkelaniutan perlu

didukung  dengan  pendekatan  kota  cerdas,  kelembagaan  yang  adaptif-dinamis  serta

komitmen pemerintah dacrah dan regulasi yang memadai guna menjamin efektivitas dan

efisiensi perencanaan dan pembangunan perkotaan.
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Tabel III.6 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 6
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Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasalan-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, dilaksanakan

kebijakan sebagai berikut:
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Memperkuat  Reformasi  Politik,  Hukum,  dan  Birokrasi,  serta  Memperkuat

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,

dan Penyelundupan

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

Reformasi  dalam  bidang  politik,  hukum,  dan  birokrasi  merupakan  aspek  krusial  untuk

menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Reformasi ini

bertujuan  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  tindakan-tindakan  yang  merugikan

masyarakat, scperti korupsi, pemakaian narkoba, judi, dan penyelundupan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan harus

dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Kebijakan tersebut mencerminkan

keseriusan  pemerintah  dalam menjunjung  nilai  integritas  dan  keadilan,  serta  melindungi

potensi yang dimiliki oleh generasi penerus dari berbagai hambatan dan ancaman.

Langkah-langkah reformasi ini diharapkan dapat menjamin terciptanya situasi yang kondusif

bagi jalannya pembangunan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pada pembangunan

jangka menengah nasional tahun 2025-2029, Pemerintah berkomit menuntut memperkuat
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reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan

korupsi, narkoba, judi, dan Penyelundupan.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi

serta  memperkuat  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi,  narkoba,  judi,  dan

penyelundupan, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025-

2029 sebagai berikut.

Tabel III.7 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7
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Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7 dilaksanakan

arah kebijakan sebagai berikut:
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Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam

dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai

Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Setiap  individu  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menghormati  dan  menjaga  toleransi

antarumat beragama, keberlanjutan alam, sekaligus melestarikan nilai dan warisan budaya

sebagai landasan transformasi pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Toleransi  antarumat  beragama  diwujudkan  dalam  tindalan  nyata  dengan  menghargai

perbedaan  serta  menjamin  kebebasan  beragama  dan  beribadah  sesuai  dengan

keyakinannya.  Kekayaan  alam  dan  budaya  yang  melimpah  merupakan  modal  dasar

pembangunan  yang  perlu  dikelola  secara  berkelanjutan.  Pelestarian  dan  pemanfaatan

lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan kesejahteraan

antar  generasi,  serta  menanggulangi  dampak  perubahan  iklim  dan  ancaman  bencana.

Penanggulangan  bencana  dan  peningkatan  ketahanan  terhadap  perubahan  iklim  harus

menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan masyarakat

dan  menjaga  keberlanjutan  ekosistem.  Sementara  itu,  nilai  dan  warisan  budaya  perlu

dikembangkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, serta meningkatkan kualitas

hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun
2025

57



Atas dasar hal tersebut, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan selaras dengan

lingkungan  alam  dan  budaya,  serta  memperkukuh  toleransi  antarumat  beragama  guna

mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam

dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat

yang adil dan makmur, pada tahun 2025-2029 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai

berikut.

Tabel III.8 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 8
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Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah

kebijakan sebagai berikut:
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2.2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan  sangat

penting  dilakukan  oleh  pimpinan  instansi  di  lingkungan  Pemerintahan  karena

merupakan  wahana  proses  tentang  memberikan  perspektif  mengenai  apa  yang

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana

yang  terbatas.  Dengan  perencanaan  kinerja  tersebut  diharapkan  fokus  dalam

mengarahkan  dan  mengelola  program  atau  kegiatan  instansi  akan  lebih  baik,

sehingga  diharapkan  tidak  ada  kegiatan  instansi  yang  tidak  terarah.  Penyusunan

Perjanjian Kinerja  Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 mengacu pada

dokumen Renstra  Dinas  Sosial  Kabupaten Tanggamus,  dokumen Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja.

(Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Dinas

Sosial  Kabupaten  Tanggamus telah  menetapkan  Perjanjian  Kinerja  Tahun  2025

dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja  Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
Tahun 2025

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya  Pelayanan,
Perlindungan dan  Jaminan 
Sosial

Persentase Angka  Pemerlu 
Pelayanan
Kesejahteraan  Sosial (PPKS)

12,38%

Persentase Penanganan Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial 
(PPKS)

87,82%
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BAB

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA
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Akuntabilitas  kinerja  adalah  kewajiban  untuk  menjawab  dari  perorangan,  badan

hukum atau  pimpinan  kolektif  secara  transparan  mengenai  keberhasilan  atau  kegagalan

dalam  melaksanakan  misi  organisasi  kepada  pihak-pihak  yang  berwenang  menerima

pelaporan  akuntabilitas/pemberi  amanah.  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanggamus  selaku

pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian

Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanggamus  yang  dibuat  sesuai

ketentuan  yang  diamanatkan  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang

Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP),  Keputusan Kepala  LAN Nomor

239/IX/618/2003  tentang  Perbaikan  Pedoman   Penyusunan  Pelaporan  Kinerja  Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi  Nomor  53  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut

memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran

srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja

Tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai  dengan program, sasaran yang

ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

Pengukuran  kinerja  digunakan  untuk  menilai  keberhasilan  dan  kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran  kinerja  dilaksanakan  sesuai  dengan  Keputusan  Kepala  LAN  Nomor

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi  Birokrasi  Nomor  53  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Perjanjian  Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian

indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya

masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja

sasaran.  Predikat  nilai  capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala  pengukuran ordinal

dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

dengan petunjuk pelaksanaan SAKIP sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2025

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun
2025

62



No. Interval Nilai Relaisasi
Kinerja

Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja

Kode

1. >100% Melampau Target

2. 91%-100% Sangat Tinggi

3. 76%-90% Tinggi

4. 66%-75% Sedang

5. 51%-65% Rendah

6. <50% Sangat Rendah

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%)

dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja

untuk memberikan informasi  yang lebih  transparan mengenai  sebab-sebab tercapai  atau

tidak  tercapainya  kinerja  yang  diharapkan.Dalam  laporan  ini,  Dinas  Sosial  Kabupaten

Tanggamus  dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target

sasaran  dari  masing-masing  indicator  kinerja  sasaran  yang  ditetapkan  dalam  dokumen

Renstra  2025-2029 maupun  Rencana  Kerja  Tahun  2025.  Sesuai  ketentuan  tersebut,

pengukuran  kinerja  digunakan  untuk  menilai  keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan

misi  pemerintah.  Pelaporan  Kinerja  ini  didasarkan  pada  Perjanjian  Kinerja  Dinas  Sosial

Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

 Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
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Dalam  rangka  mengukur  dan  peningkatan  kinerja  serta  lebih  meningkatnya

Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah,  maka  setiap  instansi  pemerintah  perlu  menetapkan

Indikator  Kinerja  Utama  (IKU).  Untuk  itu  pertama  kali  yang  perlu  dilakukan  instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah

yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran

strategis  instansi  pemerintah,  sehingga  IKU  merupakan  ukuran  keberhasilan  dari  suatu

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas,

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama,

dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial tahun 2025 menunjukan

hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

Tahun 2025

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi
Capaian

%

1 Persentase Angka  Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan  Sosial 
(PPKS)

% 12,38 12,40 99,85

2
Persentase Penanganan Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial 
(PPKS)

% 87,82 87,31 99,42
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Dari  tabel  tersebut  terlihat  bahwa  tingkat  pencapaian  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)

sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai  12,40 %, ditunjukkan pada indikator

Persentase  Angka  Pemerlu  Pelayanan Kesejahteraan  Sosial  (PPKS),  dengan capaian

kinerja 98,66%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 87,31 % ditunjukan pada indikator 

Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan capaian 

kinerja 98,22 %.

Secara  umum  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanggamus  telah  dapat  melaksanakan  tugas

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029.

Jumlah  Sasaran  yang  ditetapkan  untuk  mencapai  visi  dan  misi  Dinas  Sosial  Kabupaten

Tanggamus Tahun 2025-2029 sebanyak 2 sasaran.

Tahun  2025 adalah  tahun  ke  1 pelaksanaan  Rencana  Strategis  Dinas  Sosial

Kabupaten  Tanggamus,  dari  sebanyak  1 sasaran  strategis  dengan  sebanyak  2  indikator

kinerja  yang  ditetapkan  maka  pencapaian  kinerja  sasaran  Dinas  Sosial  Kabupaten

Tanggamus adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi
Capaian

%

1
Persentase Angka  Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan  Sosial 
(PPKS)

% 12,38 12,40 99,85

2

Persentase Penanganan Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial 
(PPKS)

% 87,82 87,31 99,42
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Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi

kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN

1 Melebihi/Melampaui Target 0.00 %

2 Sangat Tinggi 100,00 %

3 Tinggi 0.00 %

4 Sedang 0.00 %

5 Rendah 0.00 %

6 Sangat Rendah 0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari  sebanyak  2  Sasaran  diatas,  pencapaian  realisasi  indikator  kinerja  sasaran

terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.6

Pencapaian target Misi

No Misi
Jumlah

Indikator
Sasaran

Tingkat Pencapaian

Melampaui
target

Sangat
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah
Sangat
Rendah

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

1 Misi 2 2 0 2 0 0 0 0

Jumlah 2 0 2 0 0 0 0
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Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No Kategori
Jumlah

Indikator
Persentase

A. Misi 2 2

1 Melebihi/Melampaui Target 0 0.00 %

2 Sangat Tinggi 2 100,00 %

3 Tinggi 0 0.00 %

4 Sedang 0 0.00 %

5 Rendah 0 0.00 %

6 Sangat Rendah 0 0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang

dijumpai dalam rangka pencapaian misi,  agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja

dilakukan pula analisis.

Dalam  melakukan  evaluasi  kinerja,  perlu  juga  digunakan  pembandingan-

pembandingan antara lain :

 kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

 kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

 Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

 kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada

tahun 2025 dan membandingkan antara target  dan realisasi  pada indikator sasaran dari

sebanyak  1 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana

telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten  tahun 2025-2029, analisis pencapaian

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
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Meningkatnya  Pelayanan, Perlindungan dan  Jaminan Sosial
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
 Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan  Jaminan Sosial

NO
SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

PENJELASAN

FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN Capaian

Meningkatnya  
Pelayanan,
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial

Persentase Angka  
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan  
Sosial (PPKS)

12,38% 12,40% Jumlah PPKS Kabupaten 84.061

--------------------- x 100 %

Jumlah Penduduk Kabupaten 678.021

99,85 %

Persentase 
Penanganan 
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan 
Sosial (PPKS)

87,82% 87,31% Jumlah PPKS yang ditangani 73.397

------------------------------ x 100 %

Jumlah PPKS Kabupaten 84.061

99,42%

No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2024 Tahun 2025

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

1

Persentase Angka  
Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan  Sosial 
(PPKS)

% 12,70 12,53 98,66 12,38 12,40 99,85%

2

Persentase 
Penanganan Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial 
(PPKS)

% 87 85,45 98,22 87,82 87,31 99,42%

Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator    

yaitu : Capaian kinerja nyata indikator 1 " Persentase Angka  Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan  Sosial (PPKS)" Tahun 2025 adalah sebesar 12,38% dengan dari 

target sebesar 12,40% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 202  5     

sehingga  persentase capaian kinerjanya adalah 99,85%, telah mencapai target 

yang Sangat Tinggi.
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Capaian kinerja nyata indikator 2 " Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS)" Tahun 2025 adalah sebesar 87,31% dengan dari 

target sebesar 87,82% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 202  5     

sehingga  persentase capaian kinerjanya adalah 98,42 %, telah mencapai target 

yang Sangat Tinggi.

Dalam  Penanganan  Pemerlu  Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial  (PPKS)  di  Kabupaten

Tanggamus,  Dinas  Sosial  didukung  oleh  mitra-mitra  kerja  Dinas  Sosial  diantaranya

Pendiamping Program Keluarga Harapan (PKH),  Tenaga Kerja  Sosial  Kecamatan (TKSK),

Pekerja  Sosial  Masyarakat  (PSM),  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  (LKS),  Taruna  Siaga

Bencana (TAGANA), Karang Taruna.

Data PPKS Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

NO JENIS PPKS DATA PPKS TERTANGANI

1 2 3 4

1 Anak Balita Terlantar ( ABT ) 0 0

2 Anak Telantar ( AT ) 456 456

3 Anak yang Berhadapan dengan Hukum 0 0

4 Anak Jalanan 0 0
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5 Anak Dengan Kesabilitasan (ADK) 0 0

6
Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan /
diperlakukan Salah

16 16

7 Anak yang Memerlukan kebutuhan khusus 0 0

8 Lanjut Usia Terlantar 1621 1621

9 Penyandang Disabilitas 742 742

10 Tuna Susila 0 0

11 Gelandangan 21 21

12 Pengemis 0 0

13 Pemulung 0 0

14 Kelompok Minoritas 0 0

15
Berkas warga Binaan Lembaga 
Permasyarakatan

0 0

16 Orang Dengan HIV/AIDS ( ODHA ) 0 0

17 Korban Penyalah Gunaan NAPZA 0 0

18 Korban Trafiking 0 0

19 Korban Tindak Kekerasan 0 0

20 Pekerja Migran Bermasalah Sosial ( PMBS ) 0 0

21 Korban Bencana alam 85 85

22 Korban Bencana Sosial 89 89

23 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 0 0

24 Fakir Miskin
                  

81.031
                     7

0.367

25 Komunitas Adat terpencil 0 0

26 Keluarga Bermasalah Sosial Pisikologis 0 0

Jumlah Jiwa 84.061 73.397
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Batuan Permakanan dan Sandang Korban Bencana Banjir, Kelurahan Kuripan Kecamatan 
Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

Bantaun Permakanan dan Sandang Korban Gempa Bumi, Pekon Sidodadi, Karang Rejo 
dan Tugu Rejo, Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten 
Tanggamus.
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Bantuan Permakanan dan  Sandang Korban Bencana Banjir di Pekon Way Kerap Kecamatan 
Semaka Kabupaten Tanggamus.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan

kegiatan tahun 2025 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah :

a) Masih kurangnya SDM yang memiliki  skill  dan kompetensi  sesuai  dengan tugas dan

kewajiban utama-nya;

b) Belum optimalnya koordinasi antara para mitra kerja Dinas Sosial sehingga program dan

kegiatan yang telah direncanakan belum teredukasi dalam penganggaran

c) Belum  optimalnya  data  Pemerlu  Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial  (PPKS) Kabupaten

Tanggamus  sehingga  masih  banyak  PPKS  yang  belum  mendapatkan  bantuan  dan

jaminan sosial.

Solusi  dalam pencapaian  target  kinerja  dan  pelaksanaan  kegiatan  tahun  2025 sehingga

keberhasilan yang dicapai maksimal adalah :

a) Diperlukannya SDM yang benar-bernar  berkompetensi  sehingga target  kinerja  dapat

tercapai sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

b) Diperlukannya  koordinasi  yang  baik  antara  para  mitra  kerja  Dinas  Sosial  sehingga

program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran.

c) Diperlukannya verifikasi  dan validasi  data  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) kabupaten Tanggamus.

Faktor penunjang lain untuk   keberhasilan Program dengan optimalisasi :

a).  Organisasi yang efektif dan efiseien.

b)   SDM pegawai yang memadai.

c). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam  pelaksanaan  kinerja  tahun 2025,  faktor  pengelolaan  manajemen  kinerja  sangat

diperlukan. Hal ini menjadi sistem yang dilakukan untuk mengarahkan sumber daya yang

ada menuju kepada pencapaian tujuan secara efektif.  Kepemimpinan menjadi  salah satu

faktor penentu yang dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh aparatur

Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tanggamus. Efektivitas dan efisiensi merupakan arah yang
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akan diraih dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pencapaian hasil kinerja yang telah

diperoleh  merupakan  sarana  untuk  melakukan  evaluasi  dan  penilaian  kepada  seluruh

komponen  di  Dinas  Sosial Kabupaten  Tanggamus. Selain  melalui  APBD  Kabupaten

Tanggamus dalam menunjang capaian kinerja Dinas Sosial Juga di dukung oleh beberapa

sumber dana lembaga lainnya diantaranya melalui  Sentra Terpadu Inten Suweno (STIS),

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), BAZNAS, maupun bantuan lansung dari Kementerian

Sosial baik Bantuan PKH, BPNT dan BLT. 

3.2.1. ALOKASI PER SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Rincian  realisasi  anggaran  Dinas  Sosial Kabupaten  Tanggamus  tahun  2025 berdasarkan

kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Persentase Alokasi Anggaran Per Sasaran
Dinas Sosial Kabupaten Tangamus

No Sasaran Indikator
Anggaran

Rp %

1. Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
dan Keuangan

Nilai SAKIP SKPD Rp. 3.424.796.534,62 78,97%

2. Meningkatnya  
Pelayanan,
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial

Persentase Angka  
Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan  Sosial 
(PPKS)

Rp.863.916.900,00 19,92%

Persentase 
Penanganan Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial 
(PPKS)

Rp. 47.821.800,00 1,09%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat beberapa urusan yang menjadi prioritas

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Berikut urutan prioritas paling atas apabila dilihat dari

pembagian alokasi anggaran persasaran :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan (78,97%)

2. Persentase Angka  Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan  Sosial (PPKS) (19,92%)

3. Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (1,09%)

3.2.2 PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN PENGANGGARAN 2025
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Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tanggamus pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2024. 

 
Pada tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Perangkat 

Daerah pemangku pelayanan kepada masyarakat yang di evaluasi dan dinilai oleh Lembaga 

Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Umbusbman dengan total Nilai Kepatuhan 

Tahun 2024 dengan 93,51 Zona Hijau Kualitas Tertinggi dengan rincian sebagai berikut : 

DIMENSI INPUT  : 

1. Kompetensi Pelaksana  

No. Indikator  Bobot  

Responden  Hasil 

Penilaian 

(%) 

Keterangan  

1 2 3 4 

1 
Pengetahuan tentang 
Komponen Standar 
Pelalayanan  

12.22 100 80 100 80 85 

Untuk ditingkatkan 
lagi dalam 
pemahaman 
tentang 
Pengetahuan 
tentang komponen 
satndar pelayanan  

2 
Pengetahuan terkait tugas 
dan kewenangan jabatan  

8.40 100 100 100 100 95 
  

3 
Pengetahuan tentang 
Lembaga Ombusdman 

4.58 100 100 100 80 89 
  

4 
pengetahuan tentang 
bentuk-bentuk 
maladministrasi 

4.58 100 80 100 80 85 

Untuk ditingkatkan 
lagi dalam 
pemahaman 
indikator tentang 
bentuk-bentuk 
maladmisnistrasi 

5 
Pengetahuan tentang 
rekomendasi Ombusman  

4.58 100 100 100 100 95 
  

6 
Pengetahuan tentang 
pelayanan yang ramah 
kelompok marginal/rentan 

3.84 80 80 100 40 69 

untuk ditingkatkan 
lagi dalam 
pemahaman 
indikator tentang 
pengetahuan 
tentang layanan 
yang ramah 
kelompok 
marginal/rentan 

Kompetensi Pelaksana  38.20 97.99 89.19 100 82.77 87.27   

No. Indikator  Bobot  Hasil 

Penilaian 
Keterangan  
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(%) 

1 Frekuaensi pengawasan Internal  8.06 100   

2 
Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan 

Analisis Beban Kerja (ABK) 
8.06 80 

Untuk ketersediaan 

jumlah petugas agar 

diseduaikan dengan 

kebutuhan di Analisis 

Beban Kerja (ABK) 

3 Ketersediaan jaminan pelayanan  8.06 100   

4 
Ketersediaan jaminan keamanan dan 

keselamatan pelayanan  
7.31 100   

5 
Ketersediaan instrumen evaluasi kinerja 

pelaksana  
5.75 80 

Agar menyesuaikan 

untuk ketersediaan 

instrumen evaluasi 

kinerja pelaksana 

6 
Ketersediaan dasar hukum atas standar 

pelayanan yang diterapkan  
7.31 100   

7 
ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas 

bagi pengguna layanan  
5.85 100   

8 
Ketersdiaan sarana prasarana bagi pengguna 

dengan perlakuan khusus 
5.85 100   

9 
Ketersediaan  Kegiatan penyuluhan kepada 

masyarakat 
5.55 100   

Sarana Prasarana 61.80 95.53   
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No. Indikator  Bobot  
Produk  Hasil 

Penilaian 

(%) 

Keterangan  

1 2 

1 Ketersediaan Persyaratan 9.00 100 100 100   

2 
Ketersediaan Sistem Mekanisme 

dan Prosedur  
9.00 100 100 100   

3 
Ketersediaan Jangka Waktu 

penyelesaiaan  
10.66 100 100 100   

4 Ketersdiaan Baiaya/Tarif 10.66 100 100 100   

5 Ketersediaan Produk pelayanan  9.00 100 100 100   

6 Publikasi Maklumat pelayanan  3.53 100 100 100   

7 Subtansi Maklumat Pelayanan  3.53 100 100 100   

8 Pelayanan Khusus 7.96 60 60 60   

9 Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan  7.96 100 100 100   

10 Ketersediaan Moto Pelayanan  7.96 100 100 100   

11 Ketersediaan Atribut  7.96 60 60 60 

Untuk dilengkapi 

kertersediaan 

atribut untuk 

Petugas layanan  

12 Ketersediaan Pelayanan terpadu  12.78 80 80 80 

Untuk Plelayanan 

terpadu agar 

ditingkatkan 

Standar Pelayanan  100.00 91.08 91.08 91.08   

 

Produk Layanan  

1 Pelayanan Bantuan Bencana 

2 Rekomendasi BPJS/KIS APBD 

 

No. Indikator  Bobot  Hasil 

Penilaian 
Jumlah Responden 
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(%)     

1 Penundaan berlarut  1.60 100.00 

1 4 

2 Permintaan imbalan  18.40 100.00 

3 Penyimpangan Prosedur 18.40 100.00 

4 Tidak Kompeten 14.40 100.00 

5 Tidak Patut 12.00 100.00 

Standar Pelayanan  80.00 91.08     

  
   

 

  
   

 DIMENSI OUTPUT 
   

 2. SPM/IKM 
   

 

  
   

 

No. Indikator  Bobot  

Hasil 

Penilaian 

(%) 

1 IKM      20.00 60 

SPM/IKM  20.00 60.00 
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No. Indikator  Bobot  Hasil Penilaian (%) 

1 
Penyelenggara Pelayanan melaksanakan kewajiban 

dalam pemngelolaan pengaduan  
27.34 100 

 

Penyelenggara Pelayanan menyediakan sarana 

pengaduan  
13.32 100 

 

Penyelenggara wajib melakukan pembinaan terhadap 

pengelola 
12.33 100 

 

Penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme 

dan tata cara pengelolaan pengaduan 
20.34 100 

 

Jangka waktu penyelesaian 

pengaduan    
11.33 100 

1 
Pelaksanaan penyelesaian 

pengaduan  
    15.34 100 

Pengaduan   100.00 100.00 

 

Hasil Penilaian (%) Skala 

100 5 

80 4 

60 3 

40 2 

20 1 

10 0 

 



Rincian  realisasi  anggaran  Dinas  Sosial  Daerah  Kabupaten  Tanggamus  tahun  2025

berdasarkan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Program Kegiatan 2025

No Sasaran Indikator
Kinerja Anggaran Tingkat

EfisiensiTarget Realisasi Capaian Anggaran Realisasi Capaian
1. Meningkat

nya 
Pelayanan,
Perlindung

an dan
Jaminan
Sosial

Persentase
Angka  
Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahter
aan  Sosial
(PPKS)

12,38% 12,40% 99,85% Rp. 863.916.900 Rp 732.364.232 84,77% 15,23%

Persentase
Penangan
an 
Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahter
aan Sosial 
(PPKS)

87,82% 87,31% 99,42% Rp. 47.821.800 Rp. 34.968.950 73,12% 26,88%

Tabel 3.12 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Sosial
Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

No Kategori Jumlah
Indikator

Presentase
Capaian

Kinerja%

Anggaran

Realisasi (Rp) %

A Misi 2: 2

1. Memuaskan

2. Sangat Baik 2 √ Rp.  3.984.818.578,00 91,89

3. Baik

4. Cukup Baik

5. Agak Kurang

6. Kurang

Rp.  3.984.818.578,00 91,89

Dinas  Sosial  Daerah  Kabupaten  Tanggamus  dalam  pelaksanaan  kinerja  tahun

anggaran 2025, didukung oleh ketersediaan anggaran yang dialokasikan dalam Dokumen

Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  tahun  anggaran  2025.  Jumlah  anggaran  Dinas  Sosial

Kabupaten Tanggamus Daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp.4.336.535.234,62.

BAB

PENUTUP
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4.1  UKURAN KINERJA 

Berdasarkan  Rencana  Kerja Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanggamus  Tahun  2025,  sasaran

strategis yang telah disusun diimplementasikan dalam bentuk 7 program yang dijabarkan

dalam 14 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan. Kegiatan yang dimaksud terdiri dari kegiatan yang

bersifat  teknis  dan  kegiatan  yang  menyangkut  pelayanan  yang  mendukung  pencapaian

sasaran dan  kebijakan.  Keberhasilan  kinerja  dilihat  dari  hasil  pengukuran  atau  penilaian

tingkat kinerja yang dicapai tahun 2025 dengan rencana dan target yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan.  Dalam pencapaian ukuran kinerja  Dinas Sosial  Kabupaten

Tanggamus pada tahun 2025 dari 2 indikator kinerja utama yang mencapai target sebanyak

2 indikator dengan capaian 100% sesuai target dengan satu indikator kinerja sebesar 100%.

Capaian  kinerja  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanggamus  Tahun  2025 dapat  dikategorikan

berhasil  untuk  pelaksanaan  Belanja  Daerah  yang  terdiri  dari  7  (tujuh)  Program  yang

diuraikan dalam 14 (empat belas) Kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan yang

mendukung  pencapaian  sasaran  strategis  dengan  realisasi  anggaran  sebesar  Rp.

3.984.818.578,00 Atau 91,89% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.336.535.234,62.

 4.2 SIMPULAN 

Berdasarkan uraian realisasi kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat

dilihat bahwa pencapaian kinerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun

2025 menunjukkan  capaian  yang  sangat  baik  berdasarkan  realisasi  indikator  sasaran

strategis. Laporan kinerja ini memberikan gambaran bahwa penetapan kinerja yang telah

disusun pada awal pelaksanaan tahun pelaksanaan kerja telah mampu dilaksanakan dengan

baik dan penuh rasa tanggung jawab. Dengan capaian hasil kinerja yang telah diperoleh

pada tahun anggaran 2025, maka sasaran strategis mewujudkan sistem pengawasan dan

pengendalian  pelaksanaan  kebijakan  kepala  daerah  akan  menjadi  salah  satu  program

unggulan dari  Dinas Sosial  Daerah Kabupaten Tanggamus untuk mendukung tercapainya

program  dan  rencana  strategis  kepala  daerah  yang  telah  dicanangkan  dalam  dokumen

rencana strategis tahun 2025-2029. 

Namun demikian sasaran strategis dan program lainnya akan terus dipertahankan dalam

rangka mendukung pencapaian kinerja unggulan. Hasil capaian kinerja yang telah diperoleh

akan tetap dipertahankan bahkan mungkin ditingkatkan untuk pencapaian kinerja secara

menyeluruh  dari  kegiatan  dan  program  yang  telah  dicanangkan.  Oleh  karena  itu
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keberlanjutan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025 yang akan datang sangat

diperlukan, supaya hasil  kinerja Dinas Sosial  Kabupaten Tanggamus mampu memberikan

pengaruh yang positif bagi program kepala daerah, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dan

masyarakat secara luas. 

4.3 REKOMENDASI 

Dalam  pelaksanaan  kinerja  tahun  2025,  terdapat  banyak  faktor  yang  pendukung  dan

penghambat  dalam  merealisasikan  kinerja  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanggamus.  Namun

realisasi  kinerja  yang  diperoleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanggamus  dapat  dikategorikan

sebagai  suatu  keberhasilan  yang  telah  dicapai  berdasarkan  perbandingan  target  kinerja

dengan realisasi kinerja.  Pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus menetapkan

sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja

Tahunan  dan  Dokumen  Perjanjian  Kinerja  Tahun  2025 yang  ingin  dicapai.  Secara  rinci

pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

 Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %

 Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %

Dalam  kurun  waktu  1  (satu)  tahun  tersebut  telah  menggunakan  anggaran  sebesar

Rp.  3.984.818.578,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan

Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh DelapanRupiah) telah mewujudkan

capaian  kinerja  untuk  menunjang  pencapaian  Misi  dan  Visi  Kabupaten  Tanggamus.

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus adalah 91,89 % dari anggaran yang direncanakan,

hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus perlu

dioptimalkan kembali  agar  lebih efektif  dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang

mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanggamus.
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Keberhasilan  pencapaian  kinerja  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanggamus  Tahun  2025 perlu

ditingkatkan  khususnya  pada  indikator  Persentase  Penanganan  Pemerlu  Pelayanan

Kesejahteraan Sosial oleh karena itu perlu ada rekomendasi pelaksanaan yaitu:

1. Komitmen  pimpinan  dan  dukungan  aparatur  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tanggamus

dalam  Penanganan  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial   di  Kabupaten

Tanggamus.

2. Mitra kerja Dinas Sosial  baik SKPD maupun mitra kerja lainnya yang mendukung

dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). 

3. Pembinaan dan pengawasan para mitra kerja Dinas Sosial  Kabupaten Tanggamus

guna peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

4. Sumber daya yang proporsional dalam mendukung pencapaian sasaran dan indicator.

Dengan  tersusunnya  Laporan  Kinerja  Perangkat  Daerah  (LKj)  Dinas  Sosial  Kabupaten

Tanggamus ini,  diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial  Kabupaten

Tanggamus kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang

telah  mengambil  bagian  dengan  berpartisipasi  aktif  untuk  membangun  Kabupaten

Tanggamus.

          Ditetapkan di Kota Agung
        pada tanggal,     Januari 2026

            KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,

Drs. HARDASYAH, M.M
Pembina Utama Muda

NIP. 19671105 199312 1 001
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Pagu Realisasi Sisa Rencana 
(%)

Realisasi 
(%)

1 3 4a 4b 4c 5 6a 6b 7 8 9

I.
1.06.1.06.01.00 Rp.              4,336,535,234.62             3,984,818,578.00                 351,716,656.62 91.89        100.00           91.89 

1.06 Rp.              4,336,535,234.62             3,984,818,578.00                 351,716,656.62 91.89        100.00           91.89 

I. Rp.              4,336,535,234.62             3,984,818,578.00                 351,716,656.62 91.89
1. Rp.               3,424,796,534.62             3,217,485,396.00                 207,311,138.62 93.95

1.06.1.06.01.00.01.2.01 Rp.                   22,513,600.00                  21,943,600.00                        570,000.00 97.47

1.06.1.06.01.00.01.2.01.01 1.
 : Jumlah Dana Rp.                     3,423,500.00 2,973,500.00                   450,000.00                       86.86         

Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur

 : Buku 30 30 0 100            100.00       

 : Buku 30 30 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.01.02 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                     3,575,000.00 3,575,000.00 -                                   100.00       
Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur

Keluaran  : Eks. 10 0 10 100            -             

Hasil  : Eks. 10 0 10 100            -             

1.06.1.06.01.00.01.2.01.03 3.
 : Jumlah Dana Rp.                     4,956,800.00 4,956,800.00                   -                                   100.00       

Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur

 : Eks. 10 0 10 100            -             

 : Eks. 10 0 10 100            -             

1.06.1.06.01.00.01.2.01.04 4.
 : Jumlah Dana Rp.                     2,122,500.00 2,050,500.00                   72,000.00                         96.61         

Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur

 : Eks. 10 10 0 100            100.00       

 : Eks. 10 10 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.01.05 5.
 : Jumlah Dana Rp.                     4,433,000.00 4,433,000.00                   -                                   100.00       

Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur

 : Eks. 10 10 0 100            100.00       

 : Eks. 10 10 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.01.06 6.

Masukan  : Jumlah Dana Rp.                     1,068,300.00 1,068,300.00 -                                   100.00       
Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur

Keluaran  : Eks. 10 10 0 100            100.00       

Hasil  : Eks. 10 10 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.01.07 7.
 : Jumlah Dana Rp.                     2,934,500.00 2,886,500.00 48,000.00                         98.36         

Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur

 : Buku 20 20 0 100            100.00       

 : Buku 20 20 0 100            100.00       

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Triwulan IV Bulan Desember 2025

Permasalahan/Hambatan Pemecahan 
Masalah/Rekomendasi Keterangan

2

BELANJA PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL 

Kode Rekening Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah 
Dana/Lokasi/Indikator/Keluaran dan Hasil Satuan

Anggaran (Rp.) Realisasi 
Kinerja 

Keuangan 
(%)

Target Kinerja 
(Keluaran & Hasil)

Keluaran Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang
Tepat Waktu

Hasil Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang
Tepat Waktu

Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang 
Tepat Waktu
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang
Tepat Waktu

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL

BELANJA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Masukan 

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Masukan 

Keluaran Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang
Tepat Waktu

Hasil Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang
Tepat Waktu

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Masukan 

Keluaran Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang
Tepat Waktu

Hasil Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang
Tepat Waktu

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD

Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang 
Tepat Waktu

Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Masukan 

Keluaran Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang
Tepat Waktu

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Masukan 

Keluaran Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang
Tepat Waktu

Hasil Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang
Tepat Waktu

Hasil Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2025)

Halaman - 1



Pagu Realisasi Sisa Rencana 
(%)

Realisasi 
(%)

1 3 4a 4b 4c 5 6a 6b 7 8 9

Permasalahan/Hambatan Pemecahan 
Masalah/Rekomendasi Keterangan

2

Kode Rekening Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah 
Dana/Lokasi/Indikator/Keluaran dan Hasil Satuan

Anggaran (Rp.) Realisasi 
Kinerja 

Keuangan 
(%)

Target Kinerja 
(Keluaran & Hasil)

1.06.1.06.01.00.01.2.02 Rp.               3,021,153,788.62             2,900,472,927.00                 120,680,861.62 96.01

1.06.1.06.01.00.01.2.02.01 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Masukan  : Jumlah Dana Rp.               2,544,281,188.62 2,431,500,327.00 112,780,861.62                95.57         
Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur

Keluaran  : Bulan 12 12 0 100            100.00       

Hasil  : Bulan 12 12 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.02.02 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                  412,182,500.00 406,682,500.00 5,500,000.00                    98.67         
Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur

Keluaran  : Bulan 12 12 0 100            100.00       

Hasil  : Bulan 12 12 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.02.03 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 : Jumlah Dana Rp.                   63,240,000.00 60,840,000.00 2,400,000.00                    96.20         

Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur

 : Bulan 12 12 0 100            100.00       

 : Bulan 12 12 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.02.05 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 : Jumlah Dana Rp.                     1,450,100.00 1,450,100.00 -                                   100.00       

Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur

 : Buku 10 10 0 100            100.00       

 : Buku 10 10 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.03 Rp.                     2,172,000.00                    2,172,000.00                                      -   100.00

1.06.1.06.01.00.01.2.03.06 1.
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                     2,172,000.00 2,172,000.00 -                                   100.00       
Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur
Keluaran  : Laporan 1 1 0 100            100.00       
Hasil  : Laporan 1 1 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.06 Rp.                  146,011,746.00                116,610,766.00                   29,400,980.00 79.86

1.06.1.06.01.00.01.2.06.02 1.
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   53,588,000.00 52,013,999.00 1,574,001.00                    97.06         
Lokasi : Kecamatan Kota Agung Timur

Keluaran  : Paket 10 10 0 100            100.00       

Hasil  : Paket 10 10 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.06.04 2.
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   10,100,000.00 7,524,000.00 2,576,000.00                    74.50         
Lokasi :
Keluaran  : Paket 1 1 0 100            100.00       
Hasil  : Paket 1 1 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.06.05 3.
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   10,236,500.00 9,628,100.00 608,400.00                       94.06         
Lokasi :

Keluaran  : Paket 1 1 0 100            100.00       

Hasil  : Paket 1 1 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.06.07 4.
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   15,806,246.00 15,306,246.00 500,000.00                       96.84         
Lokasi :
Keluaran  : Bulan 12                                    12                                   -                                   100            100.00       
Hasil  : Bulan 12                                    12                                   -                                   100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.06.09 5.
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   56,281,000.00 32,138,421.00 24,142,579.00                  57.10         
Lokasi :

Keluaran  : Laporan 50 35 15 100            70.00         

Hasil  : Laporan 50 35 15 100            70.00         

Tertibnya Pelaksanaan Jasa Administrasi Keuangan 

Masukan 

Keluaran
Terlaksananya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis 
Perkantoran

Hasil Tertibnya Pelaksanaan Jasa Administrasi Keuangan 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis 
Perkantoran
Tertibnya Pelaksanaan Jasa Administrasi Keuangan 

Terlaksananya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis 
Perkantoran

Masukan 

Keluaran Terlaksananya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis 
Perkantoran

Hasil Tertibnya Pelaksanaan Jasa Administrasi Keuangan 

 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

 Penatausahaan Barang  Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kecamatan Kota Agung Timur
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Tertibnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kecamatan Kota Agung Timur

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan
Tertibnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tertibnya  Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

Kabupaten Tanggamus dan Luar Daerah
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

Tertibnya Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tertibnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan/Material

Kecamatan Kota Agung Timur
Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material
Tertibnya Penyediaan Bahan/Material

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Halaman - 2



Pagu Realisasi Sisa Rencana 
(%)

Realisasi 
(%)

1 3 4a 4b 4c 5 6a 6b 7 8 9

Permasalahan/Hambatan Pemecahan 
Masalah/Rekomendasi Keterangan

2

Kode Rekening Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah 
Dana/Lokasi/Indikator/Keluaran dan Hasil Satuan

Anggaran (Rp.) Realisasi 
Kinerja 

Keuangan 
(%)

Target Kinerja 
(Keluaran & Hasil)

1.06.1.06.01.00.01.2.08 Rp.                   60,513,000.00                  43,551,796.00                   16,961,204.00 71.97

1.06.1.06.01.00.01.2.08.02 1.
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   44,105,000.00 28,073,796.00 16,031,204.00                  63.65         
Lokasi :

Keluaran  : Laporan 12 12 0 100            100.00       

Hasil  : Laporan 12 12 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.08.04 2.
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   16,408,000.00 15,478,000.00 930,000.00                       94.33         
Lokasi :
Keluaran  : Laporan 1 1 0 100            100.00       

Hasil  : Laporan 1 1 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.09 Rp.                  172,432,400.00                132,734,307.00                   39,698,093.00 76.98

1.06.1.06.01.00.01.2.09.01 1.

Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   44,170,000.00 37,142,000.00 7,028,000.00                    84.09         
Lokasi :

Keluaran  : Unit 1 1 0 100            100.00       

Hasil  : Unit 1 1 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.09.02 2.

Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   99,527,400.00 69,727,707.00 29,799,693.00                  70.06         
Lokasi :

Keluaran  : Unit 6 6 0 100            100.00       

Hasil  : Unit 6 6 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.09.06 3.
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   10,310,000.00 7,510,000.00 2,800,000.00                    72.84         
Lokasi : -                                  
Keluaran  : Unit 8 8 0 100            100.00       
Hasil  : Unit 8 8 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.01.2.09.09 4.
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   18,425,000.00 18,354,600.00                 70,400.00                         99.62         
Lokasi :
Keluaran  : Unit 1 1 0 100            100.00       
Hasil  : Unit 1 1 0 100            100.00       

2. Rp.                   47,821,800.00                  34,968,950.00                   12,852,850.00 73.12

1.06.1.06.01.00.02.2.03 Rp.                   47,821,800.00                  34,968,950.00                   12,852,850.00 73.12

1.06.1.06.01.00.02.2.03.01 1.

Masukan  : Jumlah Dana Rp.                     9,929,800.00 8,562,700.00 1,367,100.00                    86.23         
Lokasi :
Keluaran  : Orang 30 30 0 100            100.00       
Hasil  : Orang 30 30 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.02.2.03.02 2.

Masukan  : Jumlah Dana Rp.                     9,495,500.00 7,626,150.00                   1,869,350.00                    80.31         
Lokasi :
Keluaran  : Orang 20 20 0 100            100.00       
Hasil  : Orang 20 20 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.02.2.03.03 3.

Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   21,273,500.00 18,780,100.00                 2,493,400.00                    88.28         

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kecamatan Kota Agung Timur

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kecamatan Kota Agung Timur
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Tertibnya  Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas 
jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik yang Disediakan
Tertibnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kecamatan Kota Agung Timur
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan
Tertibnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kecamatan Kota Agung Timur
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

Program Pemberdayaan Sosial

Kecamatan Kota Agung Timur
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Tertibnya  Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kecamatan Kota Agung Timur
 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Kecamatan Kota Agung Timur
Terlaksananya Peningkatan Kemampuan TKSK
Jumlah TKSK Yang Aktif

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Kecamatan Kota Agung Timur
Terlaksananya Peningkatan Kemampuan PSM
Jumlah PSM Yang Aktif

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Halaman - 3



Pagu Realisasi Sisa Rencana 
(%)

Realisasi 
(%)

1 3 4a 4b 4c 5 6a 6b 7 8 9

Permasalahan/Hambatan Pemecahan 
Masalah/Rekomendasi Keterangan

2

Kode Rekening Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah 
Dana/Lokasi/Indikator/Keluaran dan Hasil Satuan

Anggaran (Rp.) Realisasi 
Kinerja 

Keuangan 
(%)

Target Kinerja 
(Keluaran & Hasil)

Lokasi :
Keluaran  : Orang 114 114 0 100            100.00       
Hasil  : Orang 114 114 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.02.2.03.04 4.

Masukan  : Jumlah Dana Rp.                     7,123,000.00 -                                  7,123,000.00                    -            
Lokasi :

Keluaran  : Orang 19 0 19 100            -             

Hasil  : Orang 19 0 19 100            -                 

3. Rp.                     2,770,000.00                                     -                       2,770,000.00 0.00

1.06.1.06.01.00.03.2.01 Rp.                     2,770,000.00                                     -                       2,770,000.00 0.00

1.06.1.06.01.00.03.2.01.01 1.

Masukan  : Jumlah Dana Rp.                     2,770,000.00 0.00 2,770,000.00                    -            
Lokasi :
Keluaran  : Orang 5 0 5 100            -             
Hasil  : Orang 5 0 5 100            -                 

4. Rp.                  325,722,600.00                247,147,454.00                   78,575,146.00 75.88

1.06.1.06.01.00.04.2.01 Rp.                  236,513,100.00                209,747,954.00                   26,765,146.00 88.68

1.06.1.06.01.00.04.2.01.01 1
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   81,155,000.00 77,356,006.00 3,798,994.00                    95.32         
Lokasi :

Keluaran  : Orang 474 474 0 100            100.00       

Hasil  : Orang 474 474 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.04.2.01.02 2
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   45,445,000.00 43,223,578.00 2,221,422.00                    95.11         
Lokasi :

Keluaran  : Orang 528 528 0 100            100.00       

Hasil  : Orang 528 528 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.04.2.01.03 3
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   63,157,200.00 56,757,810.00 6,399,390.00                    89.87         
Lokasi :

Keluaran  : Orang 31 31 0 100            100.00       

Hasil  : Orang 31 31 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.04.2.01.04 4
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                     9,075,000.00 3,000,000.00 6,075,000.00                    33.06         
Lokasi :
Keluaran  : Orang 7 2 5 100            28.57         
Hasil  : Orang 7 2 5 100            28.57         

1.06.1.06.01.00.04.2.01.05 5
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                                      -   0.00 -                                   -            
Lokasi :
Keluaran  : Orang 0 0 0 100            #DIV/0!

Hasil  : Orang 0 0 0 100            #DIV/0!

1.06.1.06.01.00.04.2.01.09 6

Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   30,763,400.00 29,410,560.00 1,352,840.00                    95.60         

Kecamatan Kota Agung Timur
Terlaksananya Peningkatan Kemampuan PSKS Keluarga

Kecamatan Kota Agung Timur
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan 
Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan
 Kabupaten/Kota

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial

Jumlah PSKS Keluarga Yang Aktif

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan 
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Kecamatan Kota Agung Timur
Terlaksananya Peningkatan Kemampuan PSKS Kelembagaan 
Masyarakat
Tertibnya Peningkatan Kemampuan PSKS Kelembagaan 
Masyarakat

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Penyediaan Alat Bantu

Kecamatan Kota Agung Timur
Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu 
Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Sandang

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Kecamatan Kota Agung Timur
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga 
Terlaksananya Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan 

Kecamatan Kota Agung Timur
Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 
Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Jumlah Penyediaan Permakanan 

Penyediaan Sandang

Kecamatan Kota Agung Timur

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya 
yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Penyediaan Permakanan 

Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik
Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik 
Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan
ke Desa/Kelurahan Asal

Kecamatan Kota Agung Timur
Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran
Jumlah Warga Negara Migran  yang tertangani

Program Rehabilitasi Sosial

Penyediaan Permakanan
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Pagu Realisasi Sisa Rencana 
(%)

Realisasi 
(%)

1 3 4a 4b 4c 5 6a 6b 7 8 9

Permasalahan/Hambatan Pemecahan 
Masalah/Rekomendasi Keterangan

2

Kode Rekening Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah 
Dana/Lokasi/Indikator/Keluaran dan Hasil Satuan

Anggaran (Rp.) Realisasi 
Kinerja 

Keuangan 
(%)

Target Kinerja 
(Keluaran & Hasil)

Lokasi :

Keluaran  : Orang 100 100 0 100            100.00       

Hasil  : Orang 100 100 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.04.2.01.10 7
Masukan  : Jumlah Dana Rp. 0 0.00 -                                   -            
Lokasi :
Keluaran  : Orang 0 0 0 100            -             
Hasil  : Orang 0 0 0 100            -                 

1.06.1.06.01.00.04.2.01.11 8
Masukan  : Jumlah Dana Rp. 0 0.00 -                                   -            
Lokasi :

Keluaran  : Orang 0 0 0 100            -             

Hasil  : Orang 0 0 0 100            -                 

1.06.1.06.01.00.04.2.01.12 9
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                     6,917,500.00                                     -   6,917,500.00                    -            
Lokasi :

Keluaran  : Orang 5 0 5 100            -             

Hasil  : Orang 5 0 5 100            -                 

1.06.1.06.01.00.04.2.02 Rp.                   89,209,500.00                  37,399,500.00                   51,810,000.00 41.92

1.06.1.06.01.00.04.2.02.02 1.
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                                      -                                       -   -                                   -            
Lokasi :
Keluaran  : LS 0 0 0 100            #DIV/0!
Hasil  : LS 0 0 0 100            #DIV/0!

1.06.1.06.01.00.04.2.02.14 2

Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   89,209,500.00 37,399,500.00 51,810,000.00                  41.92         
Lokasi :

Keluaran  : Dokumen 22 12 10 100            54.55         

Hasil  : Dokumen 22 12 10 100            54.55         

5. Rp.                  106,228,000.00                  99,208,274.00                     7,019,726.00 93.39

1.06.1.06.01.00.05.2.02 Rp.                  106,228,000.00                  99,208,274.00                     7,019,726.00 93.39

1.06.1.06.01.00.05.2.02.02 1
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                  106,228,000.00 99,208,274.00 7,019,726.00                    93.39         
Lokasi :

Keluaran  : Bulan 12 12 0 100            100.00       

Hasil  : Bulan 12 12 0 100            100.00       

6. Rp.                  413,873,700.00                375,489,216.00                   38,384,484.00 90.73

1.06.1.06.01.00.06.2.01 Rp.                  383,441,700.00                345,057,216.00                   38,384,484.00 89.99

1.06.1.06.01.00.06.2.01.01 1.
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                  133,428,300.00 129,721,400.00 3,706,900.00                    97.22         
Lokasi :

Keluaran  : Orang 250 250 0 100            100.00       

Hasil  : Orang 250 250 0 100            100.00       

Pemberian Layanan Rujukan

Kecamatan Kota Agung Timur
Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan 
Kewenangan Kabupaten/Kota
Terlaksananya Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Pemberian Layanan Kedaruratan

Kecamatan Kota Agung Timur

Terlaksanannya Pemberian Layanan Kedaruratan
Tersedianya Pemberian Layanan Kedaruratan

Kecamatan Kota Agung Timur
Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Penyediaan Makanan

Kecamatan Kota Agung Timur

Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan
 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat
 (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Penyediaan Permakanan
 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat
 (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan Kota Agung Timur
Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin 
Kabupaten/Kota
Jumlah Pengelolaan Data Faklir Miskin

Program Penanganan Bencana

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial 
Kabupaten/Kota

Kecamatan Kota Agung Timur

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar 
Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
 Kabupaten/Kota

Jumlah Kerjasama Antar Lembaga

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Pemberian Layanan Kedaruratan

Kecamatan Kota Agung Timur

 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan 
Terlaksananya  Pelayanan Kedaruratan Kewenangan 

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Kecamatan Kota Agung Timur
 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran 
Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Terlaksananya  Pelayanan Kedaruratan Kewenangan 
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Pagu Realisasi Sisa Rencana 
(%)

Realisasi 
(%)

1 3 4a 4b 4c 5 6a 6b 7 8 9

Permasalahan/Hambatan Pemecahan 
Masalah/Rekomendasi Keterangan

2

Kode Rekening Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah 
Dana/Lokasi/Indikator/Keluaran dan Hasil Satuan

Anggaran (Rp.) Realisasi 
Kinerja 

Keuangan 
(%)

Target Kinerja 
(Keluaran & Hasil)

1.06.1.06.01.00.06.2.01.02 ;2
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                  110,825,000.00 107,244,827.00 3,580,173.00                    96.77         
Lokasi :

Keluaran  : Orang 200 200 0 100            100.00       

Hasil  : Orang 200 200 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.06.2.01.03 3
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   38,520,000.00 37,356,523.00 1,163,477.00                    96.98         
Lokasi :

Keluaran  : Unit 1 1 0 100            100.00       

Hasil  : Unit 1 1 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.06.2.01.04 4
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   87,700,000.00 62,194,466.00                 25,505,534.00                  70.92         
Lokasi :

Keluaran  : Orang 100 100 0 100            100.00       

Hasil  : Orang 100 100 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.06.2.01.05 5

Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   12,968,400.00 8,540,000.00                   4,428,400.00                    65.85         

Lokasi :

Keluaran  : Orang 30 30 0 100            100.00       

Hasil  : Orang 30 30 0 100            100.00       

1.06.1.06.01.00.06.2.02 Rp.                   30,432,000.00                  30,432,000.00                                      -   100.00

1.06.1.06.01.00.06.2.02.02 1.
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   30,432,000.00 30,432,000.00 -                                   100.00       
Lokasi :

Keluaran  : Orang 55 55 0 100            100.00       

Hasil  : Orang 55 55 0 100            100.00       

7. Rp.                   15,322,600.00                  10,519,288.00                     4,803,312.00 68.65

1.06.1.06.01.00.07.2.01 Rp.                   15,322,600.00                  10,519,288.00                     4,803,312.00 68.65

1.06.1.06.01.00.07.2.01.02 1.
Masukan  : Jumlah Dana Rp.                   15,322,600.00 10,519,288.00 4,803,312.00                    68.65         
Lokasi : Kabupaten Tanggamus

Keluaran  : Makam 1 1 0 100            100.00       

Hasil  : Makam 1 1 0 100            100.00       

Kecamatan Kota Agung Timur

Kecamatan Kota Agung Timur
Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi 
Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota
Terlaksananya Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
Kewenangan Kabupaten/Kota

umlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan 
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan
 Kabupaten/Kota
Jumlah Peserta Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna 
Siaga Bencana

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman 
Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Kabupaten Tanggamus

Jumlah Terlaksananya Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan 
Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat 
(Pengungsian) dan Pasca Bencana
 Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan
Pasca Bencana
 Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Kecamatan Kota Agung Timur

Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan 
Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota
Terlaksananya Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pelayanan Dukungan Psikososial

Penyediaan Sandang

Kecamatan Kota Agung Timur

Halaman - 6



Pagu Realisasi Sisa Rencana 
(%)

Realisasi 
(%)

1 3 4a 4b 4c 5 6a 6b 7 8 9

Permasalahan/Hambatan Pemecahan 
Masalah/Rekomendasi Keterangan

2

Kode Rekening Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jumlah 
Dana/Lokasi/Indikator/Keluaran dan Hasil Satuan

Anggaran (Rp.) Realisasi 
Kinerja 

Keuangan 
(%)

Target Kinerja 
(Keluaran & Hasil)

NIP. 19671105 199312 1 001

Kota Agung,       Mei 2025
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

Drs.HARDASYAH, M.M

Halaman - 7



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2025-2029

1. Nama Organisasi :
2. Tugas :
3. Fungsi : a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

KONDISI 
AWAL

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (14) (15) (16)

% 10.28 10.05 9.82 9.59 9.37 9.16 9.16 9.16 Dinas Sosial

Persentase 
Angka  Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan  
Sosial (PPKS)

Laporan 
Tahunan 

Dinas 
Sosial 

% 12.53 12.38 12.22 12.08 11.93 11.79 11.67 11.67 Dinas Sosial

Persentase 
Penanganan 
Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan 
Sosial (PPKS)

Laporan 
Tahunan 

Dinas 
Sosial

% 85.45 87.82 88.30 89.04 89.34 89.60 89.91 89.91 Dinas Sosial

 
KEPALA DINAS SOSIAL 

KABUPATEN TANGGAMUS 

Drs. HARDASYAH, M.M
Pembina Utama Muda 

NIP. 19671105 199312 1 001

Melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Sosial
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS 

Melaksanakan pembinaan dan penertiban usaha di bidang sosial
Memberikan rekomendasi di bidang sosial
Melaporkan hasil kerja di bidang sosial dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan bidang sosial
Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait maupun swasta dalam rangka pelaksanaan program bindang sosial
Menetapkan langkah kebijakan dalam pelaksanaan program bidang sosial 
Merencanakan operasional standar pelayanan minimal bidang sosial 

PENANGGUNG 
JAWAB

1. Menurunkan 
Angka Kemiskinan 
dan Ketimpangan 
Pendapatan 
Masyarakat

Angka 
Kemiskinan  

NO
Target Kinerja Tujuan/SasaranPENJELASAN/FORMULASI 

PENGHITUNGAN
SUMBER 

DATA SATUANINDIKATOR 
SASARAN

SASARAN 
STRATEGIS

Indikator 
Tujuan

Kondisi 
Akhir 

Jumlah PPKS kabupaten
------------------------------ x 100 %

Jumlah Penduduk Kabupaten

(2) (3) (6)

TUJUAN

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan 
dan  Jaminan 
Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah PPKS yang ditangani
--------------------------------- x 100 

%
Jumlah PPKS Kabupaten



TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Dokumen 
Renstra, Renja dan 
Perubahan nya

 - 
5 

Dokum
en

 - 
5 

Dokum
en

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Renstra, 
Renja dan Perubahan nya

10 Dokumen
Mengerjakan Renstra, 
Renja dan Perubahan 
nya

                    3,423,500 
Kasubag 

Perencanaan, 
Monitoring 
Evaluasi dan 
Pelaporan

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Dokumen RKA-
SKPD

 -  -  - 
10 

Dokum
en

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 10 Dokumen
Mengerjakan  Dokumen 
RKA-SKPD

                    3,575,000 
Kasubag 

Perencanaan, 
Monitoring 
Evaluasi dan 
Pelaporan

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Dokumen RKA 
Perubahan SKPD

 -  -
10 

Dokum
en

 - 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen RKA 
Perubahan SKPD

10 Dokumen
Mengejakan Dokumen 
RKA Perubahan SKPD

                    4,956,800 
Kasubag 

Perencanaan, 
Monitoring 
Evaluasi dan 
Pelaporan

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Dokumen DPA-
SKPD

10 
Dokum

en
 -  -  - 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 10 Dokumen
Menyediakan Dokumen 
DPA-SKPD

                    2,361,000 
Kasubag 

Perencanaan, 
Monitoring 
Evaluasi dan 
Pelaporan

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD

 -  - 
10 

Dokum
en

 - 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD

10 Dokumen
MenyediakanDokumen 
Perubahan DPA-SKPD

                    4,433,000 
Kasubag 

Perencanaan, 
Monitoring 
Evaluasi dan 
Pelaporan

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Dokumen 
Perjanjian Kinerja dan 
Laporan Kinerja Triwulan

4 
Dokum

en

4 
Dokum

en

4 
Dokum

en 

6 
Dokum

en

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perjanjian 
Kinerja dan Laporan Kinerja 
Triwulan

18 Dokumen

Mengerjakan Dokumen 
Perjanjian Kinerja dan 
Laporan Kinerja 
Triwulan

                    1,068,300 
Kasubag 

Perencanaan, 
Monitoring 
Evaluasi dan 
Pelaporan

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Dokumen LPPD, 
LAKIP, LKPj

10 
Dokum

en

10 
Dokum

en
 -  - 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen LPPD, 
LAKIP, LKPj

20 Laporan 
Mengerjakan Dokumen 
LPPD, LAKIP, LKPj

                    2,934,500 Kasubag 
Perencanaan, 

Monitoring 
Evaluasi dan 
Pelaporan

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Penyediaan Gaji 
Dan Tunjangan ASN

3 bln 3 bln 3 bln 3 bln
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Penyediaan Gaji 
Dan Tunjangan ASN

25 Orang 
Menyediakan Gaji Dan 
Tunjangan ASN

            2,544,281,189 

Sekretaris

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Penyediaan 
Administrasi Pelaksana 
Tugas ASN

3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Penyediaan 
Administrasi Pelaksana 
Tugas ASN

25 Orang 
Menyediakan 
Administrasi Pelaksana 
Tugas ASN

                412,182,500 

Sekretaris

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL   KABUPATEN TANGGAMUS

3 10

INDIKATOR KINERJA 
SASARAN 

STRATEGIS
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 

TARGET 
KEGIATAN 

RENCANA AKSI
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
TARGET KINERJA SASARAN ANGGARAN (Rp)

PENANGGUNG 
JAWAB



Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Penyediaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian

3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Penyediaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian

12 Bulan 
Menyediakan 
Penatausahaan dan 
Pengujian

                  63,240,000 

Sekretaris

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Dokumen 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun

 -  -  - 5 Buku
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Laporan 
Keuangan Akhir Tahun

5 Buku 
Mengerjakan Dokumen 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun

                    1,450,100 

Sekretaris

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Laporan
 Penatausahaan Barang 
Milik  Daerah Pada SKPD

 -  -  - 
1 

Lapora
n 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan
 Penatausahaan Barang 
Milik  Daerah Pada SKPD

1 Laporan 
Menyusun Laporan 
Barang Milk Daerah 

                    2,172,000 

Kasubag Umum 
dan Kepegawaian 

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

 -  - 1 Paket  - 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

1 Paket 
Menyediakan  Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor

                  53,588,000 

Kasubag Umum 
dan Kepegawaian 

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Makanan dan 
Minuman untuk 
Keperluan Rutin Kantor 

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Makanan dan 
Minuman untuk Keperluan 
Rutin Kantor 

1 Paket
Menyediakan Makanan 
dan Minuman untuk 
Keperluan Rutin Kantor 

                  10,100,000 

Kasubag Umum 
dan Kepegawaian 

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Barang Cetakan 
dan Penggandaan untuk 
Keperluan Rutin Kantor

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Barang Cetakan dan 
Penggandaan untuk 
Keperluan Rutin Kantor

1 Paket
Melaksanakan Cetakan 
dan Penggandaan untuk 
Keperluan Rutin Kantor

                  10,236,500 

Kasubag Umum 
dan Kepegawaian 

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Penyediaan Alat 
Tulis Kantor

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Penyediaan Alat 
Tulis Kantor

1 Paket
Menyediakan Alat Tulis 
Kantor

                  15,806,246 

Kasubag Umum 
dan Kepegawaian 

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Perjalanan Dinas 
Dalam Daerah dan Luar 
Daerah

25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Perjalanan Dinas 
Dalam Daerah dan Luar 
Daerah

100 Kali 
Melaksanakan 
Perjalanan Dinas Dalam 
Daerah dan Luar Daerah

                  56,281,000 

Kasubag Umum 
dan Kepegawaian 

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik

3 bln 3 bln 3 bln 3 bln
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik

12 Bulan 
Menyediakan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik

                  44,105,000 

Kasubag Umum 
dan Kepegawaian 

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor

3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor

12 Bulan 
Menyediakan  
Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor

                  16,408,000 

Kasubag Umum 
dan Kepegawaian 



Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dengan 
Baik

3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dengan 
Baik

1 Unit 

Melaksanakan 
Pemeliharaan  
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan

                  44,170,000 

Kasubag Umum 
dan Kepegawaian 

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dengan Baik

3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dengan 
Baik

6 Unit 
Menyediakan  
Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor

99,527,400

Kasubag Umum 
dan Kepegawaian 

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara dengan Baik

3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 
dengan Baik

18 Unit 
Menyediakan  
Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor

10,310,000

Kasubag Umum 
dan Kepegawaian 

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara dengan 
Baik

3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara dengan Baik

1 Unit 
Menyediakan  
Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor

18,425,000

Kasubag Umum 
dan Kepegawaian 

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Pekerja Sosial 
Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

2 Bulan Program Pemberdayaan Sosial
Jumlah Pekerja Sosial 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

30 Orang 

Melaksanakan Kegiatan 
Pekerja Sosial 
Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

                    9,929,800 

Kepala Bidang 
Peberdayaan Sosial 

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Tenaga 
Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan (TKSK) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota Yang 
Aktif  

2 Bulan Program Pemberdayaan Sosial

Jumlah Tenaga 
Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan (TKSK) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota Yang Aktif  

20 Orang 

Melaksanakan Kegiatan 
Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan (TKSK) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota Yang 
Aktif  

                    9,495,500 

Kepala Bidang 
Peberdayaan Sosial 

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota

2 Bulan Program Pemberdayaan Sosial

Jumlah Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota

130 Orang

Melaksanakan Kegiatan 
Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota

                  26,365,500 

Kepala Bidang 
Peberdayaan Sosial 

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Kelembagaan 
Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

2 Bulan Program Pemberdayaan Sosial

Jumlah Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Kelembagaan Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

1 Lembaga

Melaksanakan  Kegiatan  
Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Kelembagaan 
Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

                    7,123,000 

Kepala Bidang 
Peberdayaan Sosial 

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Fasilitasi 
Pemulangan Warga 
Negara Migran Korban 
Tindak Kekerasan dari 
titik Debarkasi di Daerah 
Kabupaten / Kota untuk 
di pulangkan ke 
Desa/Kelurahan asal.

 - 
10 

Orang 
 -  -

Program Penanganan Warga Negara 
Migran Korban Tindak Kekerasan

Jumlah Fasilitasi 
Pemulangan Warga Negara 
Migran Korban Tindak 
Kekerasan dari titik 
Debarkasi di Daerah 
Kabupaten / Kota untuk di 
pulangkan ke 
Desa/Kelurahan asal.

10 Orang 

Melaksanakan  Fasilitasi 
Pemulangan Warga 
Negara Migran Korban 
Tindak Kekerasan dari 
titik Debarkasi di Daerah 
Kabupaten / Kota untuk 
di pulangkan ke 
Desa/Kelurahan asal.

2,770,000                    

Kepala Bidang 
Peberdayaan Sosial 



Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Orang yang  
Mendapatkan 
Pemenuhan
 Kebutuhan Permakanan 
Sesuai dengan Standar 
Gizi
 Minimal Kewenangan  
Kabupaten/Kota

 -  -
470 

Orang
 - Program Rehabilitasi Sosial 

Jumlah Orang yang  
Mendapatkan Pemenuhan
 Kebutuhan Permakanan 
Sesuai dengan Standar Gizi
 Minimal Kewenangan  
Kabupaten/Kota

470 Orang 

Melaksanakan 
Penyediaan 
Permakanan Sesuai 
dengan Standar Gizi  
Minimal Kewenangan  
Kabupaten /Kota 

81,155,000                 

Kepala Bidang 
Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Orang yang 
Menerima Pakaian dan 
Kelengkapan Lainnya 
yang Tersedia dalam 1 
Tahun Kewenangan 
Kabupaten/Kota

 -  -
528 

Orang
 -

Jumlah Orang yang 
Menerima Pakaian dan 
Kelengkapan Lainnya yang 
Tersedia dalam 1 Tahun 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

528 Orang

Melaksanakan 
Penyediaan 
Permakanan Sesuai 
dengan Standar Gizi  
Minimal Kewenangan  
Kabupaten /Kota 

45,445,000                 

Kepala Bidang 
Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Alat Bantu 
dan Alat Bantu Peraga 
Sesuai kebutuhan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

 -  -  -
72 

Orang 
Program Rehabilitasi Sosial 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Alat Bantu 
dan Alat Bantu Peraga 
Sesuai kebutuhan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

72 Orang

Melaksanakan 
Penyediaan Alat Bantu 
dan Alat Bantu Peraga 
Sesuai kebutuhan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

63,157,200                 

Kepala Bidang 
Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Reunifikasi Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

 -
7 

Orang 
 -  - Program Rehabilitasi Sosial 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Reunifikasi Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

7 Orang 

Melaksanakan 
Pelayanan Reunifikasi 
Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota

9,075,000                    

Kepala Bidang 
Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan
Layanan Data dan 
Pengaduan
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

25 
Orang

25 
Orang

25 
Orang

25 
Orang

Program Rehabilitasi Sosial 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan
Layanan Data dan 
Pengaduan
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 Orang 

Melaksanakan Layanan 
Data dan Pengaduan
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

30,763,400                 

Kepala Bidang 
Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Orang 
Mendapatkan Layanan 
Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

 -  -
5 

Orang 
 - Program Rehabilitasi Sosial 

Jumlah Orang 
Mendapatkan Layanan 
Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

5 Orang 
MelaksanakanLayanan 
Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

6,917,500                    

Kepala Bidang 
Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Kerjasama antar 
Lembaga dan Kemitraan 
dalam Pelaksanaan 
Rehabilitasi Sosial 
Kabupaten/Kota 

5 
Orang

5 
Orang

10 
Orang

5 
Orang

Program Rehabilitasi Sosial 

Jumlah Kerjasama antar 
Lembaga dan Kemitraan 
dalam Pelaksanaan 
Rehabilitasi Sosial 
Kabupaten/Kota 

25 Orang 

Melakaanakan 
Kerjasama antar 
Lembaga dan Kemitraan 
dalam Pelaksanaan 
Rehabilitasi Sosial 
Kabupaten/Kota 

89,209,500                 

Kepala Bidang 
Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Waktu 
Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 
Program Perlindungan dan Jaminan 
Sosial 

Jumlah Waktu Pengelolaan 
Data Fakir Miskin Cakupan 
Daerah Kabupaten/Kota

12 Bulan 

Melaksanakan 
Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

106,228,000               

Kepala Bidang 
Pengembangan 

Sosial

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Permakanan 3x1 Hari 
dalam Masa Tanggap 
Darurat (Pengungsian) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

 -  -
250 

Orang
 - Program Penanganan Bencana 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Permakanan 
3x1 Hari dalam Masa 
Tanggap Darurat 
(Pengungsian) Kewenangan 
Kabupaten/Kota

250 Orang

Melaksanakan 
Penyediaan 
Permakanan 3x1 Hari 
dalam Masa Tanggap 
Darurat (Pengungsian) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

133,428,300               

Kepala Bidang 
Bantuan dan 

Jaminan Sosial



Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Orang yang  
Mendapatkan Pakaian 
dan
 Kelengkapan Lainnya 
yang  Tersedia pada 
Masa Tanggap  Darurat 
(Pengungsian) dan  Pasca 
Bencana Kewenangan  
Kabupaten/Kota

 -  -
150 

Orang
 - Program Penanganan Bencana 

Jumlah Orang yang  
Mendapatkan Pakaian dan
 Kelengkapan Lainnya yang  
Tersedia pada Masa 
Tanggap  Darurat 
(Pengungsian) dan  Pasca 
Bencana Kewenangan  
Kabupaten/Kota

150 Orang

Melaksanakan 
Penyediaan Pakaian dan
 Kelengkapan Lainnya 
yang  Tersedia pada 
Masa Tanggap  Darurat 
(Pengungsian) dan  
Pasca Bencana 
Kewenangan  
Kabupaten/Kota

110,825,000               

Kepala Bidang 
Bantuan dan 

Jaminan Sosial

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Tempat 
Pengungsian 
Kewenangan
 Kabupaten/Kota  -  - 1 Unit  - Program Penanganan Bencana 

Jumlah Tempat 
Pengungsian Kewenangan
 Kabupaten/Kota

1 Unit 

Melaksanakan 
Penyediaan Tempat 
Pengungsian 
Kewenangan
 Kabupaten/Kota

38,520,000                 

Kepala Bidang 
Bantuan dan 

Jaminan Sosial

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Penanganan Khusus bagi 
Kelompok Rentan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

 -  -  -
100 

Orang
Program Penanganan Bencana 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Penanganan 
Khusus bagi Kelompok 
Rentan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

100 Orang 

Melaksanakan 
Penanganan Khusus 
bagi Kelompok Rentan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

87,700,000                 

Kepala Bidang 
Bantuan dan 

Jaminan Sosial

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Korban Bencana 
yang Mendapatkan 
Layanan Dukungan 
Psikososial Kewenangan 
Kabupaten/Kota

 -  -  -
100 

Orang
Program Penanganan Bencana 

Jumlah Korban Bencana 
yang Mendapatkan 
Layanan Dukungan 
Psikososial Kewenangan 
Kabupaten/Kota

30 Orang 

Melaksanakan Layanan 
Dukungan Psikososial 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

12,968,400                 

Kepala Bidang 
Bantuan dan 

Jaminan Sosial

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Peserta 
Koordinasi, Sosialisasi 
dan Pelaksanaan Taruna 
Siaga Bencana 

 -  -  - 
55 

Orang 
Program Penanganan Bencana 

Jumlah Peserta Koordinasi, 
Sosialisasi dan Pelaksanaan 
Taruna Siaga Bencana 

55 Orang

Melaksanakan  
Koordinasi, Sosialisasi 
dan Pelaksanaan Taruna 
Siaga Bencana

30,432,000                 

Kepala Bidang 
Bantuan dan 

Jaminan Sosial

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Jumlah Pemeliharaan 
Taman Makam Pahlawan 
Nasional 
Kabupaten/Kota

3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 
Program Pengelolaan Taman Makam 
Pahlawan 

Jumlah Pemeliharaan 
Taman Makam Pahlawan 
Nasional Kabupaten/Kota

12 Bulan 

Melaksanakan 
Pemeliharaan  Taman 
Makam Pahlawan 
Nasional 
Kabupaten/Kota

                  15,322,600 

Kepala Bidang 
Pemberdayaan 

Sosial



OPD : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

1

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
 Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Persentase 
Penanganan 
Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan 
Sosial (PPKS)

% 87.82 PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
SOSIAL

Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Potensi Sumber 
Kesejahteraan 
Sosial dalam 
Penanganan PMKS

Persentase PSKS 
yang meningkat 
kemampuan dan 
partisipasinya 
dalam 
penyelenggaraan 
 Kesejahteraan 
Sosial  

% 100 Pengembangan 
Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Daerah 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Pengembangan Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial 
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta  Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial 
Daerah Kabupaten/Kota

Orang 181 52,913,800        Bidang 
Pemberdayaa
n Sosial

Peningkatan 
Kemampuan Potensi 
Pekerja Sosial 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kemampuan 
Potensi Pekerja Sosial 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah  Pekerja Sosial 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Orang 30            9,929,800 

Peningkatan 
Kemampuan Potensi 
Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kemampuan 
Potensi Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Orang 20            9,495,500 

Peningkatan 
Kemampuan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Meningkatnya  Kemampuan 
Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Keluarga 130          26,365,500 

Peningkatan 
Kemampuan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial Kelembagaan 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kemampuan 
Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Kelembagaan Masyarakat 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Kelembagaan Masyarakat 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Lembaga 1            7,123,000 

Target Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Satuan Target  Ket. ( Yang 
Membidang  

Nama 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO KINERJA 
UTAMA

INDIKATOR 
KINERJA Satuan Target

Pagu 
Anggaran 

(Rp)

Nama 
Program

Sasaran 
Program

Indikator 
Program Satuan



Target Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Satuan Target  Ket. ( Yang 
Membidang  

Nama 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan
NO KINERJA 

UTAMA
INDIKATOR 

KINERJA Satuan Target
Pagu 

Anggaran 
(Rp)

Nama 
Program

Sasaran 
Program

Indikator 
Program Satuan

2

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
 Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Persentase Angka  
 Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan  
Sosial (PPKS)

%          12.38 PROGRAM 
PENANGANAN 
WARGA 
NEGARA 
MIGRAN 
KORBAN 
TINDAK 
KEKERASAN

Meningkatnya 
Penanganan Warga 
Negara Migran 
Korban Tindak 
Kekerasan

Persentase 
Warga Negara 
Migran Korban 
tindak kekerasan 
yang tertangani

% 100 Pemulangan Warga 
Negara Migran Korban 
Tindak Kekerasan dari 
Titik Debarkasi di 
Daerah 
Kabupaten/Kota untuk 
dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal

Terlaksananya  Pemulangan 
Warga Negara Migran 
Korban Tindak Kekerasan 
dari Titik Debarkasi di Daerah 
Kabupaten/Kota untuk 
dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal

Jumlah Fasilitasi Pemulangan 
Warga Negara Migran Korban 
Tindak Kekerasan dari titik 
Debarkasi di Daerah 
Kabupaten / Kota untuk di 
pulangkan ke Desa/Kelurahan 
asal.

Orang 20 2,770,000          Bidang 
Pemberdayaa
n Sosial

Fasilitasi Pemulangan 
Warga Negara Migran 
Korban Tindak Kekerasan 
dari Titik Debarkasi di 
Daerah Kabupaten/Kota 
untuk dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal

Terlaksananya Fasilitasi 
Pemulangan Warga Negara 
Migran Korban Tindak 
Kekerasan dari Titik Debarkasi 
di Daerah Kabupaten/Kota 
untuk dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal

Jumlah Pemulangan Warga 
Negara Migran Korban Tindak 
Kekerasan dari Titik Debarkasi 
di Daerah Kabupaten/Kota 
untuk dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal

Orang 10 2,770,000          

2

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
 Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Persentase Angka  
 Pemerlu 

Pelayanan 
Kesejahteraan  

Sosial (PPKS)

%          12.38 PROGRAM 
REHABILITASI 
SOSIAL

Meningkatnya 
Pelayanan 
Rehabilitasi Sosial 
terhadap 
penyandang 
disabilitas terlantar, 
Anak terlantar, 
Lanjut Usia 
terlantar serta 
gelandangan dan 
Pengemis yang 
terpebuhi 
kebutuhan 
dasarnya.

Persentase 
PMKS yang 
direhabilitasi

% 100 Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti 
Sosial

Terlaksananya Rehabilitasi 
Sosial Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah Rehabilitasi Sosial 
Dasar Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti Sosial

Orang 1182 236,513,100      Bidang 
Rehabilitasi 
Sosial

Penyediaan Permakanan Terlaksananya Penyediaan 
Permakanan bagi Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar serta Gelandangan 
dan Pengemis

Jumlah Orang yang  
Mendapatkan Pemenuhan
 Kebutuhan Permakanan 
Sesuai dengan Standar Gizi
 Minimal Kewenangan  
Kabupaten/Kota

Orang 470 81,155,000        

Penyediaan Sandang Terlaksananya Penyediaan 
Sandang  bagi Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar serta Gelandangan 
dan Pengemis

Jumlah Orang yang Menerima 
Pakaian dan Kelengkapan 
Lainnya yang Tersedia dalam 1 
Tahun Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Orang 528 45,445,000        

Penyediaan Alat Bantu Terlaksananya Penyediaan 
Alat bantu

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Alat Bantu dan 
Alat Bantu Peraga Sesuai 
kebutuhan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Orang 72 63,157,200        



Target Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Satuan Target  Ket. ( Yang 
Membidang  

Nama 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan
NO KINERJA 

UTAMA
INDIKATOR 

KINERJA Satuan Target
Pagu 

Anggaran 
(Rp)

Nama 
Program

Sasaran 
Program

Indikator 
Program Satuan

Pemberian Pelayanan 
Reunifikasi Keluarga

Terlaksananya Pemberian  
Pelayanan Reunifikasi 
Keluarga 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Reunifikasi Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Orang 7 9,075,000          

Pemberian Layanan Data 
dan Pengaduan

Terlaksananya Pemberian 
Layanan Data dan Pengaduan

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan
Layanan Data dan Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Orang 100 30,763,400        

Pemberian Layanan 
Rujukan

Terlaksananya Pelayanan dan 
Rujukan 

Jumlah Orang Mendapatkan 
Layanan Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Orang 5 6,917,500          

3

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
 Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Persentase Angka  
 Pemerlu 

Pelayanan 
Kesejahteraan  

Sosial (PPKS)

%          12.38 Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS dan 
NAPZA di Luar Panti Sosial

Terlaksananya  Rehabilitasi 
Sosial Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Lainnya Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar 
Panti Sosial

Jumlah Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Lainnya Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar 
Panti Sosial

Orang 25 89,209,500        Bidang 
Pemberdayaa
n Sosial

Kerjasama antar Lembaga 
dan Kemitraan dalam 
Pelaksanaan Rehabilitasi 
Sosial Kabupaten/Kota 

Terlaksananya Kerjasama 
antar Lembaga dan Kemitraan 
dalam Pelaksanaan 
Rehabilitasi Sosial 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Kerjasama antar 
Lembaga dan Kemitraan dalam 
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial 
Kabupaten/Kota 

Orang 25 89,209,500        

4

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
 Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Persentase Angka  
 Pemerlu 

Pelayanan 
Kesejahteraan  

Sosial (PPKS)

%          12.38 PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
DAN JAMINAN 
SOSIAL

Meningkatnya 
Penanganan PMKS 
Korban Bencana 
Alam dan Sosial

Jumlah Korban 
Bencana Alam 
dan Sosial

% 100 Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya  Pengelolaan 
Data Fakir Miskin Cakupan 
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Waktu Pendataan 
Fakir Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

Bulan 12 106,228,000      Bidang 
Pengembang
an Sosial

Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

Tersedianya Data Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota yang Valid

Jumlah Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

Bulan 12 106,228,000      

5

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
 Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Persentase Angka  
 Pemerlu 

Pelayanan 
Kesejahteraan  

Sosial (PPKS)

%          12.38 PROGRAM 
PENANGANAN 
BENCANA

Meningkatnya 
Penanganan PMKS 
Korban Bencana 
Alam dan Sosial

Jumlah Korban 
Bencana Alam 
dan Sosial yang 
terpenuhi 
kebutuhan 
dasarnya

% 100 Perlindungan Sosial 
Korban Bencana Alam dan 
Sosial Kabupaten/Kota

Terlaksananya Perlindungan 
Sosial Korban Bencana Alam 
dan Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah Penyediaan Makanan, 
Sandang, Tempat 
Penampungan Pengungsi Bagi 
Korban Bencana Alam Dan 
Sosial

% 531 383,441,700      Bidang 
Bantuan dan 
Jaminan 
Sosial

Penyediaan Makanan Terlaksananya Penyediaan 
Permakanan bagi Korban 
Bencana Alam dan Sosial 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Permakanan 3x1 
Hari dalam Masa Tanggap 
Darurat (Pengungsian) 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Orang 250 133,428,300      



Target Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Satuan Target  Ket. ( Yang 
Membidang  

Nama 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan
NO KINERJA 

UTAMA
INDIKATOR 

KINERJA Satuan Target
Pagu 

Anggaran 
(Rp)

Nama 
Program

Sasaran 
Program

Indikator 
Program Satuan

 Penyediaan Sandang Terlaksananya Penyediaan 
Sandang  bagi Korban 
Bencana Alam dan Sosial 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang  
Mendapatkan Pakaian dan
 Kelengkapan Lainnya yang  
Tersedia pada Masa Tanggap  
Darurat (Pengungsian) dan  
Pasca Bencana Kewenangan  
Kabupaten/Kota

Orang 150 110,825,000      

Penyediaan Tempat 
Penampungan Pengungsi

Tersedianya tempat 
pengungsi bagi Korban 
Bencana Alam dan Sosial 
Kabupaten/Kota

Jumlah Tempat Pengungsian 
Kewenangan
 Kabupaten/Kota

Unit 1 38,520,000        

Penanganan Khusus bagi 
Kelompok Rentan

Terlaksananya Penanganan 
Khusus bagi Kelompok Rentan

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Penanganan 
Khusus bagi Kelompok Rentan 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Orang 100 87,700,000        

Pelayanan Dukungan 
Psikososial

Terlaksananya Pelayanan 
Dukungan Psikososial bagi 
Korban Bencana Alam dan 
Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah Korban Bencana yang 
Mendapatkan Layanan 
Dukungan Psikososial 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Orang 30 12,968,400        

Penyelenggaraan 
Pemberdayaan 
Masyarakat terhadap 
Kesiapsiagaan Bencana 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Penyelenggaraan 
Pemberdayaan Masyarakat 
terhadap Kesiapsiagaan 
Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksanaan 
Koordinasi , sosialisasi dan 
pelaksanaan taruna siaga 
Bencana

Orang 55 30,432,000        Bidang 
Bantuan dan 
Jaminan 
Sosial

Koordinasi, Sosialisasi dan 
Pelaksanaan Taruna Siaga 
Bencana 

Terlaksananya Koordinasi, 
Sosialisasi dan Pelaksanaan 
Taruna Siaga Bencana 

Jumlah Peserta Koordinasi, 
Sosialisasi dan Pelaksanaan 
Taruna Siaga Bencana 

Orang 55 30,432,000        

6

Meningkatnya  
Pelayanan, 
Perlindungan dan  
 Jaminan Sosial
Permasalahan
Sosial

Persentase Angka  
 Pemerlu 

Pelayanan 
Kesejahteraan  

Sosial (PPKS)

%          12.38 Meningkatnya 
Kebersihan dan 
Kenyamanan 
Taman Makam 
Pahlawan

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
TAMAN MAKAM 
PAHLAWAN

Meningkatnya 
Kenyamanan 
dalam 
pelaksanaan 
Peringatan 
Pahlawan

% 100  Pemeliharaan Taman 
Makam Pahlawan 
Nasional Kabupaten/Kota

 Terpeliharanya Taman 
Makam Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Persentase Pelaksanaan 
Pemeliharaan Taman Makam 
Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

% 100 15,322,600        

Pemeliharaan Taman 
Makam Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota 

Terlaksananya Pemeliharaan 
Taman Makam Pahlawan 
Nasional Kabupaten/Kota 
dengan baik

Jumlah Pelaksanaan 
Pemeliharaan Taman Makam 
Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Bulan 12          15,322,600 



OPD : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus

Tujuan
Indikator 

Tujuan
Satuan Target

Sasaran 
Pendukung

Indikator 
sasaran

Satuan
Target 
Tahun 

Rencana

Sasaran 
Program

Nama 
Program

Indikator 
Program

Satuan Target
Sasaran 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan

Nama 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan
Satuan Target

Meningkatny
a Kehidupan 
Masyarakat 
Yang 
Harmonis, 
Tertib, 
Tentram, 
Aman dan 
Religius

Persentase 
Angka 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraa
n Sosial  

% 9,90 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja dan 
Keuangan

Nilai SAKIP 
SKPD

Indeks BB Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH
AN DAERAH 
KABUPATEN/K
OTA

Persentase 
Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintah 
DaerahDaerah

% 100 Tersusunnya 
Dokumen 
Perencanaan dan 
Evaluasi Kinerja 
yang Disusun 
Tepat Waktu

Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah

 Jumlah Dokumen 
Perencanaan dan 
Evaluasi Perangkat 
Daerah

% 100 22,752,100                       

Tersusunnya 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 
Renstra, Renja dan 
Perubahan nya

Dukumen 10                            3,423,500 

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA-
SKPD

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen 
RKA-SKPD

Dukumen 10                            3,575,000 

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan RKA-
SKPD

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen 
RKA Perubahan 
SKPD

Dukumen 10                            4,956,800 

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-
SKPD

Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-
SKPD

Jumlah Dokumen 
DPA-SKPD

Dukumen 10                            2,361,000 

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Perubahan DPA-
SKPD

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Perubahan DPA-
SKPD

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-
SKPD

Dukumen 10                            4,433,000 

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Tujuan Sasaran Pendukung Pagu Anggaran (Rp)



Tujuan
Indikator 

Tujuan
Satuan Target

Sasaran 
Pendukung

Indikator 
sasaran

Satuan
Target 
Tahun 

Rencana

Sasaran 
Program

Nama 
Program

Indikator 
Program

Satuan Target
Sasaran 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan

Nama 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan
Satuan Target

Tujuan Sasaran Pendukung Pagu Anggaran (Rp)

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen 
Perjanjian Kinerja 
dan Laporan Kinerja 
Triwulan

Dukumen 18                            1,068,300 

Terlaksananya 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 
LPPD, LAKIP, LKPj

Laporan 20                            2,934,500 

Tersusunnya 
Laporan 
Keuangan yang 
Disusun Tepat 
Waktu

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah

Jumlah Penyediaan 
Dokumen 
Keuangan

% 100 3,021,153,789                  

Tersedianya Gaji 
dan Tunjangan 
dan ASN

Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN

Jumlah Penyediaan 
Gaji Dan Tunjangan 
ASN

Orang 25                    2,544,281,189 

Tersedianya 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN

Jumlah Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksana Tugas 
ASN

Orang 23                       412,182,500 

Terlaksananya 
Penatausahaan 
dan 
Pengujian/Verifika
si Keuangan SKPD 

Pelaksanaan 
Penatausahaan 
dan 
Pengujian/Verifik
asi Keuangan 
SKPD 

Jumlah Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Bulan 12                         63,240,000 

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Jumlah Dokumen 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun

Laporan 5                                      1,450,100 



Tujuan
Indikator 

Tujuan
Satuan Target

Sasaran 
Pendukung

Indikator 
sasaran

Satuan
Target 
Tahun 

Rencana

Sasaran 
Program

Nama 
Program

Indikator 
Program

Satuan Target
Sasaran 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan

Nama 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan
Satuan Target

Tujuan Sasaran Pendukung Pagu Anggaran (Rp)

Terlaksananya 
Administrasi 
Barang Milik
 Daerah pada 
Perangkat
 Daerah

Administrasi 
Barang Milik
 Daerah pada 
Perangkat
 Daerah

Jumlah Penyediaan 
Administrasi 
Barang Milik
 Daerah pada 
Perangkat
 Daerah

% 100 2,172,000                          

Terlaksananya 
Penatausahaan 
Barang Milik 
Daerah pada SKPD

Penatausahaan 
Barang Milik 
Daerah pada 
SKPD

Jumlah Laporan
 Penatausahaan 
Barang Milik 
 Daerah Pada SKPD

Laporan 1                                      2,172,000 

Terlananya 
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah dengan 
baik 

Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah

Jumlah Penyediaan 
Administrasi Umum

% 100 146,011,746                     

Tersedianya 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor  

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor

Paket 1                         53,588,000 

Tersedianya  
Makanan dan 
Minuman 

Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Penyediaan 
Makanan dan 
Minuman

Paket 1                         10,100,000 

Tersedianya 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan

Paket 1                         10,236,500 

Tersedianya 
Bahan/Material 
kantor Penunjang 
Kegiatan kantor 

Penyediaan 
Bahan/Material 

Jumlah Penyediaan 
Alat Tulis Kantor

Paket 1                         15,806,246 



Tujuan
Indikator 

Tujuan
Satuan Target

Sasaran 
Pendukung

Indikator 
sasaran

Satuan
Target 
Tahun 

Rencana

Sasaran 
Program

Nama 
Program

Indikator 
Program

Satuan Target
Sasaran 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan

Nama 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan
Satuan Target

Tujuan Sasaran Pendukung Pagu Anggaran (Rp)

Terlaksananya 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Perjalanan 
Dinas Dalam dan 
Luar Daerah dalam 
rangka Konsultasi 
dan Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintah 
Daerah

Laporan 100                         56,281,000 

Tesedianya  Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah

Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah

Persentase 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah

% 100 60,513,000                       

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah Penyediaan 
Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik

Laporan 1                         44,105,000 

tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Penyediaan 
Jasa Kebersihan 
Kantor

Laporan 1                         16,408,000 

Terpeliharanya 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah

Persentase 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah

% 100 172,432,400                     



Tujuan
Indikator 

Tujuan
Satuan Target

Sasaran 
Pendukung

Indikator 
sasaran

Satuan
Target 
Tahun 

Rencana

Sasaran 
Program

Nama 
Program

Indikator 
Program

Satuan Target
Sasaran 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan

Nama 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan
Satuan Target

Tujuan Sasaran Pendukung Pagu Anggaran (Rp)

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dengan 
Baik

Unit 1                         44,170,000 

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak, dan 
Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak, dan 
Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Kendaraan 
Dinas/Operasional

Unit 6 99,527,400

Terpeliharanya 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Peralatan Gedung 
Kantor

Unit 18 10,310,000

Terpeliharanya 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

Pemeliharaan/Re
habilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Gedung Kantor

Unit 1 18,425,000



DINAS  SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

NO JENIS PENGHARGAAN PENYELENGGARA YANG MENYERAHKAN TEMPAT PENYERAHAN Dokumentasi KETERANGAN

1 Penghargaan Sebagai Peserta DPD 
RI Awards 2025 DPD RI DPD RI Bandar Lampung

Diterima oleh Kepala 
Dinas Sosial 
Kabupaten Tanggamus

2
Organisasi Penyelenggara Pelayanan 
Publik dengan Predikat Sangat Baik 
pada PEKPPP Tahun 2024

Kementerian 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi

Bandar Lampung
Diterima oleh Kepala 
Dinas Sosial 
Kabupaten Tanggamus

3

Predikat Penilaian Kepatuhan 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
(opini Pengawasan Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik Tahun 2024) 
Kualitas Tertinggi dengan Nilai 
93,51

OMBUSMAN RI Ketua Ombusman Republik 
Indonesia Bandar Lampung

Diterima oleh Kepala 
Dinas Sosial 
Kabupaten Tanggamus

4
Juara I Kategori Perangkat Daerah 
Musrenbang Film Festival Tahun 
2025

Baperida Kabupaten 
Tanggamus Bupati Tanggamus Kotaagung 

Diterima oleh Kepala 
Dinas Sosial 
Kabupaten Tanggamus

Kota Agung,      Januari 2026
KEPALA DINAS SOSIAL KAB. TANGGAMUS

Drs. HARDASYAH, M.M
NIP. 19671105 199312 1 001

DAFTAR JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA 
SELAMA TAHUN 2025
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	BAB
	PERENCANAAN KINERJA
	Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( 5 ) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Nomor 050/5133.a/30/2025 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.
	Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029.
	2.1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
	Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

	AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA
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	4.1 UKURAN KINERJA
	Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, sasaran strategis yang telah disusun diimplementasikan dalam bentuk 7 program yang dijabarkan dalam 14 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan. Kegiatan yang dimaksud terdiri dari kegiatan yang bersifat teknis dan kegiatan yang menyangkut pelayanan yang mendukung pencapaian sasaran dan kebijakan. Keberhasilan kinerja dilihat dari hasil pengukuran atau penilaian tingkat kinerja yang dicapai tahun 2025 dengan rencana dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam pencapaian ukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus pada tahun 2025 dari 2 indikator kinerja utama yang mencapai target sebanyak 2 indikator dengan capaian 100% sesuai target dengan satu indikator kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 dapat dikategorikan berhasil untuk pelaksanaan Belanja Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) Program yang diuraikan dalam 14 (empat belas) Kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.984.818.578,00 Atau 91,89% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.336.535.234,62.
	4.2 SIMPULAN
	Berdasarkan uraian realisasi kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik berdasarkan realisasi indikator sasaran strategis. Laporan kinerja ini memberikan gambaran bahwa penetapan kinerja yang telah disusun pada awal pelaksanaan tahun pelaksanaan kerja telah mampu dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Dengan capaian hasil kinerja yang telah diperoleh pada tahun anggaran 2025, maka sasaran strategis mewujudkan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah akan menjadi salah satu program unggulan dari Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tanggamus untuk mendukung tercapainya program dan rencana strategis kepala daerah yang telah dicanangkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2025-2029.
	Namun demikian sasaran strategis dan program lainnya akan terus dipertahankan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja unggulan. Hasil capaian kinerja yang telah diperoleh akan tetap dipertahankan bahkan mungkin ditingkatkan untuk pencapaian kinerja secara menyeluruh dari kegiatan dan program yang telah dicanangkan. Oleh karena itu keberlanjutan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025 yang akan datang sangat diperlukan, supaya hasil kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus mampu memberikan pengaruh yang positif bagi program kepala daerah, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dan masyarakat secara luas.
	4.3 REKOMENDASI
	Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2025, terdapat banyak faktor yang pendukung dan penghambat dalam merealisasikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Namun realisasi kinerja yang diperoleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dapat dikategorikan sebagai suatu keberhasilan yang telah dicapai berdasarkan perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
	Drs. HARDASYAH, M.M
	Pembina Utama Muda
	cascade  (RKT)
	cascade (RKTpendukung)


